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KATA PENGANTAR

Sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (3) Undang Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan
meneybutkan bahwa Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR,
Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah
naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya
terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungiawabkan secara
iimiah mengenal pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-
Undang, Sebagai pemenuhan persyaratan tersebut Kementerian Kesehatan
telah menyusun Naskah Akademik tentang Rancangan Undang Undang tentang
Tenaga Kesehatan dengan mengikutsertakan stakeholder, pakar dan organisasi
profesi terkait.

Dalam penyusuran Naskah Akademik ini dengan berdasarkan pada
permasalahan, maka jangkauan atau arah pengaturan yang diusulkan Undang-
Undang Tenaga Kesehatan menaatur seluruh jenis tenaga kesehatan, namun
pengaturan tersebut tidak termasuk hal-hal yang teiah diatur dalam Undang-
Undang Praktik Kedokteran. Pengaturan dalam Undang-Undang Tenaga
Kesehatan mencakup Ketentuan Umum, Tanggung Jawab dan Wewenang
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Kualifikasi dan Pengelompokan Tenaga
Kesehatan, Perencanaan, Pengadaan, dan Pendayagunaan, Sertifikasi,
Registrasi, dan Perizinan Tenaga Kesehatan, Organisasi Profesi, Tenaga
Kesehatan Lulusan Luar Negeri dan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing,
Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan, Penyelenggaraan Keprofesian,
Penyelesaian Perselisihan, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan
Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Kementerian Kesehatan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang felah berperan dalam penyusunan Naskah Akademik ini.

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
KEMENTERIAN KESEHATAN
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, tercantum cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan
tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu “Melindungi segenap bLangsa
Indonesia dan seluruh tumpan darah Indonesia dan untuk memajukan
késeliahteraan  uinum, mencerdaskan  kehidupan bangsa dan  ikut
melaksariakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemercekaan, perdamaian
abadi, gan keadilan sosial” . Salah satu wujud memajukan kesejahteraan
umum adalah Pembangunan Kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup seirat bagi setiap orang agar
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai
investasi  bagi pembangunan sumber daya inanusia yarg produktif secara
sosial dan ekonomis sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara yuridis Pancasila sah
menjadi dasar Negara Republik Indonesia, karenanya seluruh kehidupan
bernegara dan bermasyarakat harus didasari oleh Pancasila. Ha! ini memberi
akibat hukum dan filosofi, yaitu kehidupén negara Indonesia, termasuk
dalam pembangtinan kesehatan, harus berpedoman kepada Pancasila.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Artinya, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses
pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan yang aman, bermutu
dan terjangkau juga merupakan hak seluruh masyarakat Indenesia.

Pada mulanya upaya kesehatan masii berfokus pada upaya kuratif dan
rehabilitatif penyakit , namun kemudian berangsur-angsur berkembang ke

arah promotif dan preventif. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan




teknologi maka dalam rangka melakukan upaya kesehatan tersebut perlu
didukung dengan sumberdaya manusia kesehatan, termasuk tenaga
kesehatan, yang memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas serta dan
penyebarannya. Sumberdaya manusia kesehatan meliputi sumberdaya
manusia kesehatan profesi, termasuk tenaga kesehatan strategis, dan
sumberdaya manusia  kesehatan non  profesi, serta tenaga
rendukung/penunjang kesehatan, yang terlibat dan bekerja serta

mengabdikan diri dalam upaya dan manajemen kesehatan

Pembangunan keschatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuarn hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.
Pembangunan kesehatan diselenggarakan berdasarkan 1) perikemanusaan,
2) pemberdayaan dan kemandirian, 3) acil dan merata, serta 4)
pengutamaan dan manfaat. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui
peningkatan: 1) Upaya kesehatan, 2) Penelitian dan pengembangan
kesehatan, 3) Pembiayaan kesehatan, 4) Sumber Daya Manusia Kesehatan,
5) Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, 6) Manajemen, informasi

dan requlasi kesehatan, dan 7) Pemberdayaan masyarakat.

Dalam Pasal 21 Undang-lUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
disebutkan bahwa Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan,
pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalaim
rangka penyelengaraan pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan adalah
setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki
pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan
yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya
kesehatan. Ketentuan mengenai tenaga kesehatan tersebut diatur secara
pokok-pokck dalem Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan.




Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan terdiri dari 7 kelompok dan 27 jenis tenaga kesehatan, dengan
memberikan peluang pengembangan jenis tenaga kesehatan. Sampai
dengan saat ini jenis tenaga kesehatan telah berkembaiig mencapai 8
kelompok dan kurang lebih 33 jenis tenaga kesehatan meliputi dokter,
dokter gigi, perawat, perawat gigi, perawat anestesi, bidan, apoteker,
tenaga teknis kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis
Farinasi, Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker); epidemiolog
kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, teraga kesehatan
kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan
kependudukan, tenaga kesehatan reproduksi dan keiuarga, tenaga sanitasi
lingkungan, entomolog kesehatan, mikrobioiog kesehatan, nutrisionis,
dietisien, fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, akupunktur,
radiografer, racioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan,
refraksionis cptisien, ortotik prostetik, perekam medis dan informasi
kesehatan, teknisi kardiovaskuler, fisikawan medis, dan teknisi transfusi
daran.

Pembangunan sumber daya manusia memiiki peran yang sangat penting
daiam mewujudkan manusia Indonesia yang maju dan mandiri sehingga
mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Era giobalisasi juga
memberikan pengaruh bagi pelayanan kesehatan di Indonesia. Fengaruh itu
berupa pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif yang didapat adalah
masuknya ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora Kkesehatan ke
Indonesia serta peluang bagi Indonesia untuk mengirim tenaga kesehatan
ke luar negeri sehingga bisa meningkatkan standar kompetensi,
kesejahteraan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disisi
lain, masuknya tenaga kerja kesehatan asing ke dalam negeri akan menjadi
pesaing bagi tenaga kesehatan dalam negeri sehingga dapat memberi
pengaruh negatif selain pengaruh positif. Dengan memperhatikan hal ini,
agar tenaga kesehatan Indonesia dapat bersaing di dunié internasional

maka tenaga kesehatan harus memiliki kualitas dengan standar

internasional.
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Penyediaan tenaga kesehatan dengan kualitas internasional ini merupakan
hal yang harus diatur oleh pemerintah. Pembinaan dan pengawasan yang
berkelanjutan harus dilakukan. Pembinaan dan pengawasan dilakukan
dengan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga
kualitas tenaga kesehatan. Proses itu berkaitan dengan sertifikasi, registrasi
dan perijinan yang berkesinambungan. Izin diberikan setelah tenaga
kesehatan melalui proses registrasi dengan pemberian surat tanda registrasi
yang diberikan setelah proses sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi.
Kompetensi tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya sangat eiat
kaitannya dengan peningkatan derajat kesehiatan masyarakat. Kompatensi
tenaga kesehatan merupakan landasan utama bagi tenaga kesehatan untuk
dapat melakukan pelayanan kesehatan yang diperoleh melalui pendidikan
dan pelatihan.

Pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyareskat sampai ke dzeral
terpencil ternyata juga membutuhkan koordinasi yang baik antara
pemerintah dan pemerintah daerah. Pembagian tugas dan wewenang yang
jelas diperiukan dimana pemerintah sebagai pembuat kebijakan nasional
sedangkan penyebaran tenaga kesehatan sampai dengan daerah terpencil,
perbatasan, dan kepulauan menjacdi urusan bersama pemerintah dan

pemerintah daerah sesuai dengaii ianggungjawab masing-masing.

Tenaga kesehatan sebagai bagien dari sumber daya manusia kesehatan
perlu dikembangkan dan didayagunakansecara efektif dan efisien dengan
tujuan agar SDM Kesehatan yang kompeten tersedia atau ditempatkan
sesuai kebutuhan, terdistribusi secara adil dan merata, serta didayagunakan
secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan
keschatan. Berdasarkan hal-hal di atas, pada saat ini regulasi tenaga
kesehatan yang ada tidak memadai untuk mengatur pengadaan dan
penjagaan tenaga kesehatan yang berkualitas dan bermutu,
pendayagunaan tenaga kesehetan yang memenuhi  kebutuhan
pembangunan kesehatan di seluruh wilayah negara, praktik tenaga
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kesehatan yang utamanya ditujukan untuk tujuan pembangunan kesehatan
nasional, serta berbagai aspek terkait dengan hubungan tenaga kesehatan,
baik hubungan dengan sesama tenaga kesehatan selaku anggota tim kerja
dan maupun hubungan dengan lingkungan kerjanya. Oleh karena itu,

penyusunian RUU tenaga Kesehatan menjadi kebutuhan yang mendesak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembenlukan Peraturan Perundang-Undangan
menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang vanyg berasal dari Presiden
harus disertai Naskah Akademiik. Naskah Akademik adalah naskah hasil
penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap
suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancarngan Undang-
Undang, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum

masyarakat.

B. identirfikasi Masalah

iMasalah strategis sumber daya manusia kesehatan khususnya tenaga

kesehatan yang dihadapi dewasa ini dan di masa depan adalah:

a. pengadaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan
belum terencana dengan baik, sistimatis, dan didukung data dan
sistem inforinasi yang memadai sehingga belum dapat memenuhi
kebutuhan sumber daya manusia kesehatan secara proporsional untuk
pembangunan kesehatan di seluruh wilayah neoara Indonesia;

b. masih belurn ditegakkannya sistem pengadaan tenaga kesehatan yang
dapat memastikan adanya standar kompetensi profesi, serta sistem
praktik profesi tenaga kesehatan yang dapat menjamin standar mutu
pelayanan tenaga kesehatan;

c. dalam pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan belum

ditegakkan prinsip pemanfaatan sumber daya manusia kesehatan yang

tepat sasaran dan tepat fungsi, penyediaan fasilitas yang tepat fungsi,




pengembangan karir, sistem penghargaan, tunjangan profesi dan

kinerja, serta penerapan sanksi yang memadai; dan

d. pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan
masih kurang, baik dilihat dari segi teknis keprofesian maupun dari

segi kinerja dan perilaku.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas perlu penguatan
pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan baik melalui
penguatan regulasi, perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan
dan pemhinaan serta pencawasan muty tenaga kesehatan. Dalam kaitan ini
sumber daya pendukung terutama sistem informasi SDM Kesehatan dan

pembiayaannya perlu ditingkatkan.

Dalam penguatan pengembangan dan pemberdayaan teraga kesehatan

peran pemerintah penting sekali mengingat pentingnya pengelolaan dari

pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan tersebut agar dapat
mendukung peran masyarakat termasuk swasta dalamn  upaya

pengembangan tenaga kesehatan .

Pembentukan rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan

mempertimbangkan berbagai landasan filosoft, sosiologis, dan yuridis antara

lain:

1. Pancasila adalah landasan idiil dari pembangunan kesehatan dan juga
pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan,
sedangkan Undarg-Undang 1945 adalah landasan konstitusionainya.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasioral Tahun 2005-2025 telah
ditetapkan pula dasar pembangunan kesehatan.

2. Perkembangan sosial ekonomi dewasa ini menuntut diadakannya
pengaturan SDM kesehatan yang baru dan menyeluruh.

3. Secara yuridis rancaingan ini dilandasi oleh berbagai produk peraturan
yang telah ada, diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
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Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
dan peraturan lainnya, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undana Nomor 20 Tahun 2002
tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraiuran Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi.

C. Tujuan dan Kegunaan Pexvusunan Naskah Akademik

1. Tujuan :

a. Perumusan permasalainan pengembangan dan pemberdayaan tenaga
kesehatan dan cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.

b. Merumuskan permasalahan hukum vyang dihadapi dalam
pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan dan mercari
solusi permasalahan tersebut.

c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofi, sosiologis, dan
yuridis untuk pembentukan rancangan Undang-Undang Tenaga
Kesehatan.

d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup
pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan
Undang-Undang Tenaga Kesehatan.

2. Kegunaan :
Naskah ini berguna sebagai acuan atau referensi penyusunan dan

pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan.




D. Metode

Metode penelitian dari Naskah Akademik ini diiakukan melalui pendekatan

yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder

dan primer.

1. Pendekatan yuridis normatif dilekukan melalui studi pustaka yang

menelaah terutama data sekunder seperti dalam:

a.
b.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang Nomor 32 Tahur 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undéng Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

. Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomoi 12 Tahun 2012 tentang PendidixanTinggi
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
urusan Pemerintahan antara Pemerintah Fusat, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang
Sistem Kesehatan Nasional yang segera akan ditetapkan dalam
bentuk Peraturan Presiden.

Peraturan perundang-undangan terkait tenaga kesehatan.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah data primer yang

diperoleh atau dikumpulkan dari masyarakat dan institusi terkait, antara

lain:




a. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS,
Pembangunan Kesehatan dan Gizi Indonesia: Overview dan Arah
Kedepan, Background Study RPIM 2010-2014

b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun
2005-2025

c. Kementerian Kesehatan, tentang Riset Kesehatan Dasar Tahun 2007
dan 2010

d. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/I/2011 tentarig
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014

e. Data primer lainnya yang ierkait dengan hukum kesehatan dan

tenaga kesehatan.
. Diskusi dan rapat dengan para pakar
. Studi kepustakaanr dengar cara menginventarisasi peraturan perundang-

undangan yang ada, mempelajari dokumen-dokumen dari negara lain

dan dari WHO serta organisasi internasional lainnya yang terkait.




BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kaiian Teoritis

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan
bahwa pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dibuat dalam suatu sistem
kesehatan nasional. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Tahun 2009,
mengeinukakan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan kesehatan
adoich upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya dapat terwujud. Agar upaya pembangunan kesehatan dapat

terwujud, maka diperlukan herbagai sumber daya di bidang keszhatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa pemerintah
bertanggung jawab atas ketersediaan sumberdaya di bidang kesehatar yang
adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk mempero!eh derajat kesehatan
yang setinggi-tingginya. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa sumber daya yang
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut meliput
tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan serta

teknologi dan produk teknologi.

Dalam rangka mengupayakan peningkatan jumlah, jenis, kualitas, dan
penyebaran Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) tersebut di atas,
Kementerian Kesehatan perlu memperhatikan perubahan paradigma nasional
maupun perubahan yang terjadi di skala internasional. Perubahan di skala
nasional ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang -Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini selanjutnya diturunkan
dalem Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41
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Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dengan diberlakukannya
berbagai peraturan tersebut di atas, maka Pemerintah harus berinteraksi dan
bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam upaya merencanakan dan
mendayagunakan sumberdaya manusia kesehatan terutama tenaga
kesehatan.

Perubahan di skala internasional ditandai dengan berbagai kesepakatan
bersama seperti Millenium Develovment Goals (MDGs), General Agreement on
Trade and Services (GATS), dan Mutual Kecognition Agreement (MRA).
Disamping itu, era globalisasi saat ini sudah merupakan suatu keniscayaan,
yang berarti terbukanya negara-negara di dunia bagi produk-produk barang
maupun jasa yang datang dari negara manapun dan mau tidak mau harus
dihadapi.

Di bidang kesehatan, Indonesia mengupayakan dalam kepentingan
perdagangan internasional jasa melalui WTO (World Trade organization),
CAFTA (China-ASEAN Free Trade Agreeinent), AFAS (ASEAN Framework
Agreement on Services) dan perjanjian bilaterai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Organisasi Kesehatan Sedunia
(World Health Organization/WHO) telah mengadopsi Global Code of Practire
on the International Recruitment of Health Personnel dalam Worid Heaith
Assembly ke 63 tahun 20i0. Walaupun bersifat sukarela, sebagai negara
anggota Indonesia perlu ikut mendukung dan melaksanakan prinsip-prinsip
dan rekomendasi Global Code dalam miarasi internasional tenaga kesehatan
antara lain kebijakan etika rekrutmen tenaga kesehz*an yang bertanggung
jaweb, perlakuan yang sétara kepada tenaga kesehatan dalam dan luar negeri,
keberlangsungan sistem kesehatan dan pengembangan tenaga kesehatan,
perlakuan yang adil dan setara terhadap tenaga kesehatan dalam dan luar
negeri, perjanjian kerjasama internasional (bilateral), dukungan terhadap
negara sedang berkembang, peningkatan sistem informasi dan pertukaran
informasi  tenaga  kesehatan internasiona!. Guna  mengantisipasi
perkembangan di atas, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun
2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang
Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah
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diubzh dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010. Berbagai
kesepakatan maupun peraturan tersebut memungkinkan masuknya tenaga
kesehatan asing, berdirinya rumah sakit yang dimiliki oleh perusahaan asing,
meningkatnya masyarakat Indonesia yang mencari pengobatan yang lebih baik
ke luar negeri dan lain-lain yang merupakan tantangan tersendiri bagi upaya
perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan. Untuk itu diperlukan
suatu acuan yang dapat memberi arah, dasar dan strategi dalam
pengembangan dan pemberdayaan tenaga xesehatan di Indonesia. Sistem
Kesehatan Nasional menyatakan bahwa pengembangan dan pemberdayaan
tenaga kesehatan meliputi 4 pilar yaitu upaya perencanaan, pengadaan,
pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya
manusia kesehatan terutama tenaga kesehatan. Perencanaan sumber daya
manusia kesehatan adalah upaya penetapan jenis, jumlah, kualifikasi, dan
distribusi teraga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan
kesehatan. Pengadaan sumber daya manusia kesehatan adalah upaya yany
meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan sumber daya manusia
kesehatan untuk memenuhi  kebutuhan pembangunan  kesehatan.
Pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan adalah upaya pemerataan
dan pemanfaatan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan.
Pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan adalah
upaya untuk mengarahkan, memberikan dukungan, serta mengawasi

pengembangan dan pemberdayaan mutu sumber daya manusia kesehatan.

1. Perencanaan Tenaga Kesehatan
Penyusunan rencana kebutuhan dilakukan dengan memperhatikan
keseimbangan antara tenaga kesehatan yang tersedia dengan kebutuhan
pelayanan kesehatan di setiap kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota.
Perencanaan tenaga kesehatan selama ini mengacu pada Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor 81/Menkes/SK/1/2004 Tentang Pedoman
Penvusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Tingkat

Propinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit.
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2. Pengadaan Tenaga Kesehatan

Sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional yang mengatur sumber daya

manusia kesehatan sebagai sub sistem, bahwa pengadaan sumber daya

manusia kesehatan adalah upaya yang meliputi pendidikan tenaga
kesehatan dan pelatihan sumber daya ranusia kesehatan untuk memenuhi
kebutuhan pembangunan kesehatan, yang meliputi pengaturan :

a. Standar pendidikarn tenaga kesehatan mengacu kepada standar
kompetensi dan standar pelayanan serta perlu didukung oleh etika
profesi.

b. Standar pelatihan sumber daya manusia kesehatan mengacu kepada
standar kompetensi dan standar pelayanan seita perlu didukung oleh
etika profesi.

c. Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi dan masyarakat
menetapkan standar kompetensi dain standar pendidikan yang berlaku
secara nasional.

d. Pemerintah bertanggung jawab mengatur pendirian institusi pendidikan
dan pembukaan program pendidikan tenaga kesehatan yang dibutuhkan
daiarn pembangunran kesehatan.

e. Pendirian institusi pendidikan dan pembukaan program pendidikan
ditekankan untuk menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang bermutu
dan dapat bersaing secara global dengan memperhatikan keseimbangan
antara kebutuhan, dinamika pasar baik di dalam maupun di luar negeri,
dan kemampuan produksi tenaga kesehatan dengan yang sudah ada.

f. Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi membentuk badan
regulator profesi yang bertugas menyusun berbagai peraturan
persyaratan, menentukan kompetensi umum, prosedur penetapan
kompetensi khusus tenaga kesehatan, serta menentukan sertifikasi
institusi pendidikan dan pelatihan profesi.

g. Kompetensi tenaga kesehatan harus setara dengan kompetensi tenaga
kesehatan di dunia internasicnal, sehingga registrasi tenaga kesehatan

lulusan dalam negeri dapat ciakui di dunia internasional.




h. Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan harus memenuhi
akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Institusi/
fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi wajib mendukung
penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.

i. Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan harus responsif gender

yang berorientasi kepada kepentingan peserta didik (student centered).

3. Penuayagunaan Tenaga Kesenatan
Pendayagunaan tenaga kesehatan dilakukan cara-cara sebagai berikut:
a. Pemerataan tenaga kesehatan

Dengan memperhatikan aspek kcmampuan ekonomi pemerintah
daerah dan masyarakatnya, maka jenis tenaga kesehatan yang

diutamakan dalam pelaksanaan pendistribusian adalah sebagai berikut:

1) Pemerintai daeiah dengan kemampuan ekocnomi baik-macyarakat

dengan kemampuan ekonomi baik

Distribusi tenaga dokter spesialis menjadi prioritas utama dengan
mitra spesialis (perawat dan tenaga kesehatan lain dengan
kempetensi sesuai kebutuhan) sebagai tenaga pendukung. Hal ini
dimungkinkan mengingat daerah ini, tidak terkendala dergan
pembiayaan kesehatan. Pada daerah ini distribusi dokter umum dan
dokter gigi menjadi prioritas selanjutnya. Tenaga kesehatan lainnya
yang dibutuhkan oleh daerah ini terutama tenaga yang memiliki
kompetensi dalam menangani penyakit degeneratif dan penyakit
tidak menular lainnya. Khusus untuk tenaga sanitarian diharapkan
memiliki kompetensi dalam menangani lingkungan termasuk saritasi
tempat-tempat umum seperti hotel, restoran, tempat-tempat
pariwisata dan lain-lain. Penempatan tenaga kesehatan kuratif
diprioritaskan di Rumah Sakit dan klinik swasta. Sedangkan tenaga
kesehatan dengan kompetensi upaya kesehatan promotif dan
preventif ditempatkan utamanya di Puskesmas yang lebih berfungsi
menangani masalah-masalah kesehatan masyarakat (public healtf).
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2) Pemerintah daerah dengan kemampuan ekonomi baik - masyarakat

dengan kemampuan ekonomi kurang

Untuk daerah dengan kondisi ini, maka prioritas utama
pendistribusian adalah dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan,
sanitarian serta dokter spesialis 4 dasar (spesialis kebidanan, anak,
penyakit dalam dan bedah) dan spesialis 4 penunjang (spesialis
patologi klinik, radiologi, anestesi, dan rehabilitasi medik). Tenaga
kesehatan yang dibutuhkan oleh daerah ini terutama tenaga yang
memiliki kempetensi dalam menangani kasus malnutrisi, dan
penyakit infeksi. Khusus untuk kompetensi tenaga sanitarian
diharapkan memiliki kemampuan dalam surveilance, pengelolaan
pemukiman, pengelolaan air bersih, jamban keluarga dan lain-lain.
Dengan demikian, pendistﬁbusian tenaga kesehatan pada daerah ini
diprivritaskan pada tenaga kesehatan kuratif baik untuk Puskesmas

maupun Rumah sakit.

3) Pemerintah  daerah dengan kemamptan ekonomi kurang-

masyarakat dengan kemamnuan ekonomi kurang

Jenis, kompetensi dain penempatan tenaga kesehatan yang akan
didistribusikan untuk daerah ini sama dengan jenis, kompetensi dan
penempatan tenaga kesehatan untuk daerah ‘pemerintah dengan
kemampuan ekonomi baik-masyarakat dengan kemampuan
ekonomi kurang’. Perbedaan antara kedua daerah ini hanya terletak
pada pembagian peran, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan

antara pemerintah pusat dan daerah.

4) Pemerintah daerah dengan kemampuan ekonomi kurang-

masyarakat dengan kemampuan ekonomi baik

Mengingat masyarakat merupakan sasaran utama dari pelayanan
kesehatan, maka jenis, kompetensi dan penempatan tenaga
kesehatan yang akan didistribusikan untuk daerah ini sama dengan
jenis, kompetensi dan penempatan tenaga kesehatan untuk daerah
‘pemerintah dengan kemampuan ekonomi baik-masyarakat dengan
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kemampuan ekonomi baik’. Perbedaan antara kedua daerah ini
hanya terletak pada pembagian peran, fungsi tanggung jawab dan
kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Peran aktif
masyarakat dalam pelayanan kesehatan di daerah in1 dapat

ditingkatkan.

Dalam upaya pemerataan, rekrutmen tenaga kesehatan untuk
didayagunakan sebagai pegawai pemerintah dapat dimulai sejak masih
dalam masa pendidikan. Bagi tenaga kesehatan yang direkrut sejak
masa pendidikan, dapat diberikan beasiswa sampai lulus dan
selanjutnya ditempatkan sesuai dengan kebutuhan program.

Bagi teznaga kesehatan yang telah diangkat sebagai pegawai dan
mendapat beasiswa, wajib melaksanakan penugasan pasca tugas
belajar sesuai dengan' ketentuan yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan
untuk memenuhi~kebutuhan tenaga kesehatan di daerah terpencil,
tertinggal, perbatasan, rawan bencana dan konflik serta daerah yang
tidak diminati.

b. Pemanfaatan tenaga kesehatan

Dengan memperhatikan aspek kemampuan ekonomi pemerintah
daerah dan masyarakatnya, maka upaya yang dilaksanakan dalam

pemanfaatan tenaga kesehatan adalah sebagai berikut:

1) Pemerintah daerah dengan kemampuan ekonomi baik - masyarakat

dengan kemarnpuan ekonomi baik

Pada daerah dengan kondisi ini, upaya pemanfaatan tenaga
kesehatan adalah melalui penataan regulasi antara lain: a)
kemudahan/kejelasan pernperian ijin praktek; b) pengaturan tarif

jasa pelayanan; c) pengaturan standar jasa peiayanan.

Dalam hubungan ini maka sistem pembiayaan kesehatan perlu

dikembangkan dan dimantapkan.

2) Pemerintah daerah dengan kemampuan ekonomi baik - masyarakat
dengan kemampuan ekonomi kurang.
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Pemanfaatan tenaga kesehatan di daerah yang berada pada kondisi
ini adalah pengembangan model insentif antara lain: 1) penyediaan
fasilitas bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan (perumahan,
kendaraan, fasilitas komunikasi dan lain-lain); 2) sistem remunerasi
yang memadai; 3) peny=adiaan biava pendidikan dan pelatihan; 4)

pengembangan karir yang jelas.

Pengembangan model insentif ini tertunya harus didasari pada rasa
keadilan, dengan meniperhatikan beban kerja, resiko kera dan

kondisi wilayah.

3) Pemnerintah  daerah dengan keriampuan ekonomi kurang -

masyarakat dengan kemampuan ekonomi kurang

Pemanfaatan tenaga kesehatan di daerah dengan kondisi ini
memerlukan peran yang lebih besar dari Pemerintah, tetapi peran
pemerintah daerah masih diperlukan. Pemanfaatan yang dibutuhkan
pada daerah ini antara lain: 1) penugasan khusus bagi tenaga
kesehatan yang dibutuhkan; 2) penugasan internsip dokter dan
Pasca internsip; 3) penempatan tenaga kesehatan dengan sistem
PTT; 4) penugasan meialui kontrak kerja dengan pihak ketiga
untuk jenis pelayanan terientu; 5) pemanfaatan tenaga kesehatan
dengan ski/l mix atau previfleging.

4) Pemerintah Daerah dengan kemampuan ekonomi kurang -

masyarakat dengan kemampuan ekonomi baik

Pada daerah dengan kondisi ini, upaya pemanfaatan tenaga
kesehatan adalah melalui pengembangan model kemandirian antara
lain: a) pengembangan program ‘“home care” b) pengembangan
program  pelayanan kesehatan promotif dan preventif di

institusi/lembaga milik pemerintah maupun swasia.
C. Pengembangan tenaga kesehatan

Pelaksanaan pengembangan tenaga kesehatan dapat dilakukan

sebagai berikut:




1) Tenaga dokter

Baqgi tenaga dokter yang baru lulus program pendidikan dokter

berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran

dan/atau mengikuti pendidikan dokter spesialis harus mengikuti

program internsip dokter. Program internsip terdiri dari Program

Internsip Ikatan Dinas dan Program Internsip Mandiri.

Pengaturan dokter setelah menyelesaikan Program Internsip (pasca

Internsin) adalah sebagai berikut :

a)

b)

Dokter peserta Program Internsip lkatan [Cinas wajib
melaksanakan tugac pasca internsip melalui penempatan di
fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang ditetapkan oieh
Menteri, terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbaiasan,
dan Kepulauan (DTPK) serta daerah bermasalah kesehatan
(DBK). Penempetan dckter pasca program Intersip dilaksanakan
selama 1 (satu) tahun dalam rangka pemerataan pelayanan
kesehatan bagi masyarakat. Penempatan di fasilitas pelayanan
kesehatan pemerintah dapat menjadi pegawai negeri sipil (PNS)
atau tenaga fungsional kontrak Pemerintah.

Dokter peserta program Internsip Mandiri tidak memiliki
kewajiban untuk penugasan pasca internsip pada fasilitas

pelayanan keschatan setelah menyelesaikan program internsip;

Setelah menyelesaikan Program Internsip dan penugasan Pasca

Internsip, tenaga dokter dapat mengembangkan karir baik di

lingkungan Pemerintah atau swasta.

a)

Pengembangan di lingkungan Pemerintah.

Pengembangan tenaga dokter di lingkungan pemerintah dapat
diangkat menjadi PNS. Sebagai pegawai pemerintah, mereka
danat bekerja di: 1) fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah;
2) Dinas Kesehatan Propinsi ataupun Kabupaten/Kota; 3)

Kementerian/Lembaga. Selanjutnya mereka dapat
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mengembangkan karir melalui program tugas belajar dimana
setelah mengikuti program, mereka diwajibkan untuk

mengabdikan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Di luar lingkungan Pemerintah (non PNS), Pengembangan karir

tenaga dokter dapat menjadi:

(1) Tenaga fungsional Pegawai Tidak Tetap. Kontrak dapat
dilaksanakan sebagai berikut: 1) kontrak dimuka jangka
panjang (2-3 tahun}; 2) kontrak dimuka jangka menengah
(1-2 tahun); dan kontrak jangka pendek (6 bulan-1 tahun).
Bagi rereka yang memilih untuk mengikuti PTT jangka
panjang akan mendapatkan remunerasi yang jauh lebih
tinggi dari mereka yang mengikuti program kontrak jangka
menengah dan pendek. )

(2) Tenaga fungsioral maupun manajerial  di Iehbaga
swasta/BUMN, |

(3) Praktik mandiri.

(4) langsung melanjutkan pendidikan,

(5) sektor non kesehatan.

2) Tenaga kesehatan lain
Bagi tenaga kesehatan lain yang baru lulus, dapat didayagunakan
sebagai pegawai pemerintah maupun pegawai swasta.

a) Tenaga kesehatan sebagai pegawai pemerintah, tenaga
kesehatan lainnya dapat memulai karirnya di: 1) Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Pemerintah; 2) Dinas Kesehatan

Propinsi/Kabupaten/Kota; 3) Kementerian/Lembaga. Selanjutnya
tenaga kesehatan lainnya dapat mengembangkan diri melalui
program tugas oelajar. Pasca mengikuti tugas belajar, tenaga
kesehatan lainnya wajib mengabdikan diri sesuai ketentuan yang

berlaku.




b) Tenaga kesehatan di luar lingkungan Pemerintah (non PNS),

Pengembangan karirnya dapat menjadi:

(1) Tenaga fungsional kontrak Pemerintah. Kontrak dapat
dilaksanakan sebagai berikut: 1) kontrak dimuka jangka
panjang (2-3 tahun); 2) kontrak dimuka jangka menengah
(1-2 tahun); dan kontrak jangka pendek (6 bulan—1 tahun).
Bagi merexa yang memilih untuk mengikuti program
kontrak dimuka jangka panjang akan mendapatkan
remunerasi yang jauh lebih tinggi dari mereka yang
mengikuti program kontrak jangka menangah dan pendek.

(2) Tenaga fungsional maupun manajeriai di lembaga
swasta/BUMN,

(3) Praktik mandiri.

(4) langsung melanjutkan pendidikan;

(5) sektor non kesehatan.

Pengembangan tenaga kesehatan baik di sektor Pemerintah maupun
swasta, harus memperhatikan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI).

Dalam pengembangan tenaga kesehatan perlu pula diperhatikan hal-

hal sebagai berikut:

1) Pengembangan tenaga kesehatan dapat melalui mobilitas karir
(career mobility). Career mobility dapat secara vertikal (kenaikan
jabatan) maupun secara horizontal (mutasi tenaga kesehatan dari

daerah terpencil ke daerah biasa).

2) Pengembangan tenaga kesehatan melalui peningkatan gaji (salary
scale) maupun pola pensiun (pension scheme) perlu mendapat
perhatian  khusus terutama bagi sektor swasta yang
mendayagunakan tenaga kesehatan baik sebagai tenaga tetap

maupun sebagai tenaga kontrak.

3) Selain pengembangan melalui tugas belajar, perlu diperhatikan pula
pengembangan melalui pelatihan berkesinambungan termasuk
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Continuing Professional Development (CPD), agar pendayagunaan
tenaga kesehatan dapat sesuai dengan kebutuian pelayanan serta

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan.
Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan meliputi: 1) jaminan
mutu tenaga kesehatan melalui registrasi, sertifikasi, dan lisensi; 2
pemenuhan hak-hak dan perlindungan tenana kesehaian seperti
remunerasi serta jaminan keamanan dan keselamatan kerja; 3)
pengembangan karir melalui penilaian kinerja, pendidikan dan pelatihan;

4) bimbingan teknis dan supervisi.

B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan

norma

Beberapa asas atau prinsip dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM

Kesehatan yang terkait dengan norma meliputi: a. Adil dan merata serta

demokratis, b. Kompeten dan berintegritas, c. Obyektif dan transparan, serta

d. Hierarki daiam SDM Kesehatan.

Mengingat pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan merupakan

bagian dari pembangunan kesehatan, karenanya pengembangan dan

pemberdayaan SDM Kesehatan mengacu pula pada prinsip dasar

pembangunan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2007 tentang RPIPN Tahun 2005-2025 yaitu:

1) Perikemanusiaan;
Pembangunan  kesehatan harus  berlandaskan pada  prinsip
perikemanusiaan yang dijiwai, digerakan, dan dikendalikan oleh
keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tenaga
kesehatan harus berbudi iuhur, memegang teguh etika profesi, dan selalu
menerapkan prinsip peri kemanusiaan dalam penyelenggaraan
pembangunan kesehatan serta memiliki kepedulian sosial terhadap

lingkungan sekitar.
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2) Keseimbangan;

4)

Setiap orang dan masyarakat bersama dengan pemerintah berperan,
berkewajiban, dan bertanggung jawab untux memelihara dan
meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan
lingkungannriya. Pembangunan kesehatan harus mampu membangkitkan
dan mendorong peran aktif masyarakat. Pembangunan kesehatan
dilaksanakan dengan berlandaskan pada kepercayaan atas keinampuan
dan kekuatan sendiri, kepribadian bangsa, semangat solidaritas sosial,

gotong royong, dan pernguatain kesehatan sebagai ketahanan nasionai.

Adil dan mercta

Dalam pembangunan kesehatan setiap orang mempunyai hak yang sama
dalam memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, tanpa
memandang suku, golongan, agama, dan status sosial ekonominya.
Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang,
serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengutamaan dan manfaat

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengutamakan
kepentingan umum daripada kepentingan perorangan atau golongan.
Upaya kesehatan yang bermutu diselenggarakan dengan memanfaatkan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus lebih
mengutamakan pendekatan peningkatan kesehatan dan pencegahan
penyakit.Pembangunan kesehatan diselenggarakan berlandaskan pada
dasar kemitraan atau sinergisme yang dinamis dan tata
penyelenggaraan yang baik, sehingga secara berhasil guna dan
bertahap dapat memberi manfaat yang sebecar-besarnya bagi
peningkatan derajat kesehatan masyarakat, beserta lingkungannya.
Pembangunan kesehatan diarahkan agar memberikan perhatian khusus
pada penduduk rentan, aitara lain: ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut,
dan masyarakat miskin. Perlu diupayakan pembangunan kesehatan
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-

secara terintegrasi antara pusat dan daerah dengan mengedepankan
nilai-nilai pembangunan kesehatan, vyaitu: berpihak pada rakyat,
bertindak cepat dan tepat, kerja sama tim, integritas yang tinggi, dan

transparansi serta akuntabilitas.

Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan dilaksanakan dalam

ruang lingkup penyelenggaraan SKN, karenanya harus mengacu pula pada

asas-asas penyelenagaraan SKN sebagaimana diatur dalam Sistem

Kesehatan Nasiona! yaitu:

1)

2)

3)

4)

Perikemanusiaan;

Setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus dilandasi atas
perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa
dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa. Setiap tenaga
penge!ola dan pelaksana SKN harus berbudi luhur, memegang teguh
etika profesi, dan selalu menerapkan prinsip perikemanusiaan dalam

penyclenggaraan pembangunan kesehatan.

Keseimbangan;

Setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus dilaksanakan dengan
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan
masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan

sipiritual.

Manfaat;
Setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang

sehat bagi setiap warga negara.

Perlindungan;

Setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus dapat memberikan
pelindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima
pelayanan kesehatan.
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5)

6)

7)

keadilan;

Setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus dapat memberikan
pelayanan yané adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat
dengan pembiayaan yang terjangkau tanpa memandang suku,

golongan, agama, dan status sosial ekoneminya.

Penghormatan hak asasi manusia;

Sesuai dengan tujuan pembangunan nasicnal dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu
untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan kesejahteraan rakyat,
maka setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus berdasarkan
pada prinsip hak asasi manusia. Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain
mengamanatkan baliwa setiap rakyat berhak atas pelayanan kesehatan
untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya tanpa membedakan suku, golongan, agama, jenis kelamin,
can status sosial ekonomi. Begitu juga dalam hal bahwa setiap anak
dan perempuan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.

Sinergisme dan kemitraan yang dinamis;

SKN akan berfungsi baik untuk mencapai tujuannya apabila terjadi
Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergisme (KISS), baik antar
peiaku, antar subsistem SKN, maupun dengan sistem serta subsistem
lain di luar SKN. Dengan tatanan ini, maka sistem atau seluruh sektor
terkait, seperti pembangunan prasarana, keuangan, dan pendidikan
perlu berperan berszama derngan sektor kesehatan untuk mencapai
tujuan nasional. Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan
dengan renggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara
pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta dengan

mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing. Kemitraan
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tersebut diwujudkan dengan mengembangkan jejaring yang berhasil
guna dan berdaya guna, agar diperoleh sinergisme yang lebih mantap
dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya.

8) Komitmen dan tata pemerintahan yang baik (good governance);

Agar SKN berfungsi baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan,
dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk renghasilkan tata
penyelenagaraan pembangunan kesehatan yang baik (good
governance). Pembangunan kesehatan diselenggarakan secara
demokratis, berkepastian hukum, terbuka (transparan), rasicnal,
profesional, serta bertanggung jawab dan bertanggung gugat
(akurtabel).

9) Legalitas;

Setiap pengelolaan dan pelaksanaan SKN harus didasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan vyaiig beriaku. Daiam
menyelenggarakan SKN, diperlukan dukungan regulasi berupa adanya
berbagai peraturan perundang-undangan yang responsif,
memperhatikan kaidah dasar bioetika dan mendukung penyelenggaraan
SKN dan penerapannya (/aw enforcement) dalam menjamin tata tertib
pelayanan kesehatan untuk kepentingan terbaik bagi masyarakat.

10) Antisipatif dan proakitif;
Setiap pelaku pembangunan kesehatan harus mampu melakukan
antisipasi atas perubahan yang akan terjadi, yang di dasarkan pada
pengalaman masa lalu atau pengalaman yang terjadi di negara lain.
Dengan mengacu pada antisipasi tersebut, pelaku pembangunan
kesehatan perlu iebih proaktif terhadap perubahan lingkungan strateqis

baik yang bersifat internal maupun eksternal.




11) Gender dan nondiskriminatif;
Dalam penyelenggaraan SKN, setiap penyusunan rencana kebijakan dan
program serta dalam pelaksanaan program kesehatan harus responsif
gender. Kesetaraan gender dalam pembangunan kesehatan adalah
kesamaan kondisi bagi !aki-laki dan perempuan untuk memperoleh
kesempatan dan hak-haknva sebagai manusia, agar mampu berperan
dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kesehatan serta
kesamaan dalam mempercleh manfaat pembangunan kesehatan.
Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-
laki dan perempuan dalam pembangunan kesehatan. Setiap
pengelolaan dan pelaksanaan SKN tidak membedakan perlakuan

terhadap perempuan dan laki-laki.

12) Kearifan lokal.

Penyelenggaraan SKN di daerah harus memperhatikan dan
menggunakan potensi daerah yang secara positif dapat meningkatkan
hasil guna dan daya guna pembangunan kesehatan, yang dapat diukur
secara kuantitatit dari meningkatnya peran serta masyarakat dan
secara kualitatif daii meningkatnya kualitas hidup jasmani dan rohani.
Dengan demikian kebijakan pembangunan daerah di bidang kesehatan
harus sejalan dengan SKN, walaupun dalam prakteknya, dapat
disesuaikan dengan potensi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat di
deerah terutama dalam penyediaan pelayanan kesehatan dasar bagi
rakyat.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta
permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Memperhatikan perkembangan tenaga kesehatan sampai dewasa ini, isu
strategis atau masalah pokok dalam pengembangan dan pemberdayaan
tenaga kesehatan meliputi:
1) Pengembangan tenaga kesehatan belum dapat sepenuhnya memenuhi

kebutuhan tenaga kesehatan untuk pelayanan/pembangunan kesehatan.
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2) Regulasi untuk mendukung upaya pengembangan tenaga kesehatan
masih terbatas.

3) Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan dan
belum didukung dengan sistem informasi tenaga kesehatan yang
memadai.

4) Masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan/pendidikan
berbagai jenis tenaga kesehatan. Kajian jenis tenaga kesehatan yanrg
dibutuhkan terseput belum dilekukan sebagaimana mestinya. Kualitas
hasil pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan pada umumnya masih
kurang memadai. Masih banyak institusi pendidikan teniaga kesshatan
vang belum terakreditasi dan memenuhi standard. Hal ini akan
berdampak terhadap kompetensi dan kualitas iulusan tenaga kesehatan.

5) Dalam pendayagunaan tenaga kesehatan, pemerataan dan pemanfaatan
tenaga kesehatan yang berkualitas masih kurang, utamanya di daerah
tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan dan daerah yang kurang
diminati.

6) Fembinaan dan pengawasan mutu tenaga keseshatan masih belum dapat
dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Registrasi dan sertifikasi
tenaga kesehatan masih terbatas pada tenaga dokter dan dokter gigi.
Sosialisasi dan penerapan peraturan perundang-perundangan di bidang
pengembangan tenaga kesehatan belum dilaksanakan secara memadai.

7) Sumber daya pendukung pengembangan dan pemberdayazan tenaga
kesehatan masih terbatas. Sistem informasi tenaga kesehatan belum
sepenuhnya dapat menyediakan data yang akurat, terpercaya dan tepat
waktu. Dukungan sumber daya pembiayaan dan sumber déya lain-lain

belum memadai.

Kajian terhadap impiikasi penerapan Undang-Undang Tenaga
Kesehatan terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya
terhadap aspek beban keuangan negara.

Salah satu kebijakan desentralisasi adalah desentralisasi fiskal. Kebijakan

desentralisasi fiskal adaiah kebijakan dimana daerah diberi wewenang
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menentukan anggaran belanja masing-masing. Pemerintah daerah harus
merencanakan dan menganggarkan program-program pembangunan di
berbagai macam sektor termasuk sektor kesehatan. Salah satu risiko dari
pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dari sudut pandang pembiayaan
kesehatan terletak pada kemungkinan bahwa pemerintah daerah kurang
memberikan  prioritas pada sektor kesehatan. Berkaitan dengan
pendayagunaan itenaga kesehatan, diperlukan komitmen kuat dari
pemerintah daerah guna menempatkan sektor kesehatan sebagai sektor
prioritas.

Dalam draft Rancangan Undarg Undang tentang Tenaga Kesehatan semula
direncanakan akan dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Karena
dikaji akan menambah beban keuangan negara maka registrasi tenaga
kesehatan tidak dilakukan oleh Konsil tetapi masuk dalam tugas dan
kewenangan Kementerian Kesehatan. Namun sebenarnya dengan adanya
Konsil juga dapat diusulkan adanyz PNRP untuk pelaksanaan registrasinya
sehingga akan mengurangi beban tersebut, sebagaimana Konsil Kedokteran

Indonesia.
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BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian bertujuan untuk mengharmonisasikan Undang-Undang Tenaga

Kesehatan dengan Undang-Undang lain yang terkait, seperti dengan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
berkaitan dengar pendidikan tinggi sudah dicabut dengan Undang Undang
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sesuai ketentuan pasal 1 angka 2 UU tentang Pendidikan Tinggi:

Pendidikain Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengan
yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister,
program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang
diselenggarakan oleh perguru«n  tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa
Indonesia.

Jenis pendidikan tinggi terdiri dari pendidikan akaderﬁik, pendikan vokasi,
pendidikan profesi . Program pendidikan terdiri dari program sarjana,
program  magister, program doktor, program diploma, magistcr
terapan,dokter terapan,program profesi dan program spesialis.

Pendidikan Tinggi bertujuan:

a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakh'ak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, teraimpil, kompeten, dan berbudaya
untuk kepentingan bangsa;

b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan
dan/atau Teknologi untuk memenuhi  kepentingan nasional dan
peningkatan daya saing bangsa;

(@]

dihasilkannya IImu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang
memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi
d. kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat

manusia; dan
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e. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan
karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tertang Ketenagakerjaan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Penyusunan RUU tentang Tenaga Kesehatan harus di harmonisasi dengan
UU ini untuk disinkronisasi dan diharmonisasi karena mengatur keienagaan.
Tenaga kesehatan tidak dapat mengikuti ketentuan tenaga ketenagakerjaan
pada umumnya karena tenaga kesehatan memberikan pelayanan jasa
berupa jasa pelayanan kesehatan yang menyangkut daya upaya dan
menyangkut nyawa manusia sehingga tidak dapat disamakaii dengan
tenaga kerja pada umumnya.

Beberapa ketentuan yang harus dicermati terkait ketentuan :

2. Uji kompetensi dan sertifikat kompetensi

b. Penggunaan tenaga kerja asing

Hubungan kerja

Waktu kerja

a o

Keselamatan dan kesehatan kerja
Pengupahan

Perselisihan hubugan industrial

T o ™ oe

Mogok Kerja

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,
terutama mengenai:
a. Harmonisasi atau keselarasan pemberian pelayanan oleh tenaga medis
dan tenaga kesehatan lainnya.
b. Kendaii mutu dan kendali biaya menentukan kerjasama yang luas antara

tenaga medis dan tenaga lain yang berkaitan.
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Dalam Pasal 3 menetapkan pengaturan praktik kedokteran ini bertujuan

untuk:

1) Memberikan perlindungan Kepada pasien

2) Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang
diterapikan oieh dokter dan dokter gigi, dan

3) Memberikan kepnastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter

gigi.

Dalam Pasal 71 menetapkan:
Pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah,
organisasi piofesi membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai

dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Secara keseluruhan materi vang diatur dalam Undang Undang tentang
Praktik Kedokteran meliputi ketentuan umum, asas dan tujuan, Konsil
Kedokteran Indonesia, Standar Profesi Kedokteran dan Kedokteran Gigi,
Pendicdikan dan Peiatihan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Registrasi Dokter
dan Dokter Gigi, Penyelenggaraan Praktik Kedckteran, Disiplin Dokter dan
Dokter Gigi, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Ketentuan

Peraiihan, Keterituan Penutup.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008.

Desentralisasi di Indonesia yang ditandai dengan adanya perubahan pola
hubungan vyang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah setelah
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 199S. Undang-Undang Nomor 22 Tzhun 1999
telah disempurnakan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008.
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Ada prinsip konkurensi yang dianut dalam pelaksanaan setiap urusan
pemerintahan yang di-desentralisasikan. Adapun yang membedakannya
adalah pada skala wilayah dimana urusan pemerintahan tersebut
dilaksanakan. Pemerintah Pusat berwenang melaksanakan urusan
pemerintahan tersebut pada skala wilayah nasional dan internasional;
Pemerintahan daerah Provinsi pada skala wilayah provinsi atau lintas
kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. Sedangkan
Pemerintahan daerah kabupaten/Kota berwenang melaksanakan urusan
pemerintahan tersebut pada skala wilayah Kabupaten/kota yang
bersangkutan. Pemerintah Pusat bertanggung jawab dalam penetapan
kebijakan nasional untuk menjaga harmonisasi, sinkronisasi dan sinerji
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah dan antara
Pemerintahan  Daerah  Provinsi dengan  Pemerintahan  Daerah
Kabupaten/Kota sebagai satu kesatuan dalam sistem pemerintahan Negara .
Kesatuan Republik Indonesia.

Disamping menetapkan kebijakan nasional, dalam urusan pemerintahan
yang di desentralisasikan, Pemerintah Pusat juga masih berwenang untuk
meiaksanakan urusan pemerintahan yang menimbulkan dampak atau
eksternalitas yang bersifat nasional (lintas provinsi) dan internasional (lintas
Negara). Ada tiga kriteria yang dijadikan pedoman dalam pembagian urusan
pemerintahan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah yaitu
ekternaiitas, akuntabiiitas dan efisiensi. Pengertian eksternalitaslterkait
dengan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu urusan
pemerintahan. Ini berarti bahwa tingkatan pemerintahan yang terkena
dampak dari urusan pernerintahan tersebut yang berwenang atas urusan
tersebut. Sedangkan kriteria akuntabilitas dimaksudkan untuk menentukan
bahwa tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan dampak
tersebutlah yang berwenang atas urusan pemerintahan termaksud. Kriteria
akuntabilitas dimaksudkan untuk menjawab tuntutan demokrasi yaitu
mendekatkan pemerintah Kepada rakyat sehingga
meningkatkanakuntabilitas pemerintah kepada rakyat. Kriteria efisiensi

ditujukan untuk mengakomodasikan tuntutan globalisasi yaitu mendorong
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pemerintahan yang efisien dan berdaya saing. Kriteria eksternalitas dan
akuntabilitas dimaksudkan untuk mengakomodasikan tuntutan demokrasi
sedangkan kriteria efisiensi untuk memenuhi tuntutan ekonomis yaitu

menciptakan pemerintahan yang efisien dan berdaya saing.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini sebagai berikut:

a. Ketentuan pembinaan manajeimen pegawai sipil daerah diatur dalam Bab
V Kepegawaian Daerah Pasal 129: “Pemerintah melaksanakan pembinaan
manajemen pegawai negeri sinil daerah satu kesatuan penyelenggaraan
menajemen pegav/ai negeri sipil”

b. Pengembangan Karier seperti diatur dalam Pasal 133: “Pengembangan
karier pegawai negeri sipil daerah mempertimbangkan integritas dan
moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi

antar daerah, dan kompetensi”.

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terutama

mengenai:

a. Sumber daya di bidang kesehatain, khususnya ketentuan tentang tenaca
kesehatan pada Pasal 21 sampai dengan Pasal 29.

b. Ketentuan mengenai upaya kesehatan secara umum seperti diatur dalam
Pasal 52 sampai dengan Pasal 166.

c. Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan seperti diatur dalam Pasal 52
sampai dengan Pasal 166.

d. Ketentuan tentang pengelolaan kesehatan seperti ditetapkan Pasal 167.

e. Ketentuan mengenai informasi kesehatan seperti diatur dalam Pasal 168
sampai dengan Pasal 169

f. Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan mutu tenaga

esehatan seperti diatur dalam Pasal 178 sampai degan Pasal 188.
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Pengaturan tenaga kesehatan dalam Undang Undang Kesehatan sbb:
Pasal 21

(1)

Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan,
pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

(2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan,
pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 22

(1) Tenaga kesehatan harus memiliki kualifiasi minimum.

(2) Ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

(1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan
kesehatan.

(2) Kewenangan untuk menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang
keahlian yang dimiliki.

(3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib
memiliki izin dari pemerintah.

(4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi.

(5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 24

(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus
memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan
kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

(2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
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(3) Ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar
pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 25

(1) Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan
oleh Pemerintah, pemecrintah daerah, dan/atau masyarakat melalui
nendidikan dan/atau pelatihan.

(2) Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatinan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintabh
daerah.

(3) Ketentuan mengenai penyelengaraan pendidikan dan/atau pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 26

(1) Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan
pelayanan kesehatan.

(2) Pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga
kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya.

(3) Pengadaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
a. jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat;
b. jumlah sarana pelayanan kesehatan; dan
c. jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan
kesehatan yang ada.

(4) Penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tetap memperhatikan hak tenaga kesehatan dan hak
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan tenaga kesehatan diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

(1) Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

35




o

[

(2) Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban
mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang
dimiliki.

(3) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan
Pemerintah. ' :

Pasa! 28

(1) Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib melakukan
nemeriksaan Kesshatan atas permintaan penegak hukum dengan biaya
ditanggung oleh negara.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
kompetensi dan kewenangan sesuai dengan bidang keilmuan yang
dimiliki.

Pasal 22

Dalam hal teraga kesehatan diduga melakukan kelalzian dalam menjalankan

profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui

mediasi.

6. undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025,

terutama mengenai:
a. Arah dan dasar-dasar pembangunan kesehatan.

. Pembangunan kesehatan dilaksanakan antara lain dengan peningkatan

sumber daya manusia.
Penekanan pembangunan diberikan pada peningkatan perilaku dan

kemandirian masayarakat serta upaya promotif dan preventif.

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, terutama:

a. Pasal 12 menetapkan:
1) Persyaratan Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) yaitu Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap
yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga
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2)

3)

4)

keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen rumah
sakit, dan tenaga non kesehatan.

Jumlah dan jenis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus sesuai dengan jenis dan kualifikasi Rumah
Sakit.

Rumah Sakit harus memiliki data ketenagaan yang melakukan
niaktik atau pekerjaan dalam peneyelenggaraan Rumah Sakit.
Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tctap dan
kensultan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-uncgangan.

. Pasal i3 menetapkan:

1)

2)

3)

4)

Tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran di Rumah Sakit
wajib memiliki Surat Izin Praktik sesuai dcngan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di Rumah Sakit wajib
memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Setiap tenaga kesehatan yang bekerja ci Rumah Sakit harus
bekeria sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan Rumah
Sakit, standar prosedur cperasionai yang berlaku, etika profesi,
menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien.
Ketentuan mengenai tenaga medis dan tenaga kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

. Pasal 14 menetapkan:

1)

Rurnah sakit dapat mempekerjakan tenaga kesehatan asing sesuai

dengan kebutuhan pelayanan.
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2)

3)

4)

Pendayagunaan tenaga kesehatan asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dilakukan dengan mempertimbangkan
kepentingan alih teknologi dan ilmu pengetahuan serta
ketersediaan tenaga kesehatan setempat.

Pendayagunaan tenaga kesehatan asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hanya dilakukan bagi tenaga kesehatan asing yang
telah memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktik.
Keientuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan tenaga
kesehatan asing pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur

dengan Peraturan Pemerintah.
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filoscfis

Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk
mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang
meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber
dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Ncgara Republik
Indonesia Tahun 1945

Pancasila adalah landasan idiil dari pembangunan kesehatan dan juga dari
pengembangan dan pemberdayazn Sumber Daya Manusia Kesehatan,
sedangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
adalah landasan konstitusionalnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2007 tentang RPIJPN Tahun 2005-2025, periu divpayakan agar
tenaga kesehatan yang ada dewasa ini dan dimasa depan tetap dapat
menghayati nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Undang-undang Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Pembangunan Kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan :

1) Perikemanusiaan
Pembangunan  kesehatan harus beilandaskan pada  prinsip
perikemanusiaan yang dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh
keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tenaga
kesehatan perlu berbudi luhur, memegang teguh etika profesi, dan selalu
menerapkan  prinsip  perikemanusiaan dalam  penyelenggaraan

pembangunan kesehatan.

2) Pemberdayaan dan Kemandirian
Setiap orang dan masyarakat bersama dengan pemerintah berperan,
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memelihara dan
meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan

lingkungannya. Pembangunan kesehatan harus mampu memktangkitkan
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dan mendorong peran aktif masyarakat. Pembangunan kesehatan
dilaksanakan dengan berlandaskan pada kepercayaan atas kemampuan
dan kekuatan sendiri serta kepribadian bangsa dan semangat solidaritas

sosiai serta gotong royong.

3) Adil dan Merata.
Daiam pembangunan kesehatan setiap orang mempunyai hak yang sama
dalam memperoleh deiaiat kesehatan yang setinggi-tingginya, tanpa
memandang suku, golongan, agama, dan status sosiai ekonomiriya.
Setiap orang berhak memperoleh peiayanan kesehatan. Seticp anak
berhak atas keiangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak

atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4) Pengutamaan dan Manfaat.

Pembangunan kesehatan disclenggarakan dengan mengutamakan
kepentingan umum daripada perorangan atau golongan. Upaya
kesehatan yang bermutu diselenggarakan dengan memanfaatkan
perkembangan ilmu pengetezhvan dan teknologi serta harus lebih
mengutamakan pendekatan peningkatan kesehatan dan pencegahan
penryakit. Pembangunan kesehatan diselenggarakan berlandaskan pada
dasar keinitrazn atau sinergisme yang dinamis dan tata penyelenggaraan
yang baik, sehingga cecara berhasil guna dan bertahap dapat memberi
manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan derajat kesehatan
masyarakat beserta lingkungannya.

Pembangunan kesehatan diarahkan agar memberikan perhatian khusus
pada penduduk rentan, antara lain: ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut,

dan masyarakat miskin.

Pelaksanaan profesionalisme juga merupakan kompetensi yang hendzaknya
didasarkan pada nilai-nilai ilmiah manfaat, keadilan, kemanusiaan,
keseimbangan, perlindungan, keselamatan, dan pemberian pelayanan

kesehatan. Mengingat tugas tenaga kesehatan adalah mewujudkan derajat
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kesehatan yang optimal bagi masyarakat maka tenaga kesehatan dalam
melaksanakan profesionalismenya harus didasarkan pada upaya kesehatan
dengan pendekatan pemeliharaan kesehatan yaitu peningkatan kesehatan
{promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit
(kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara

menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

B. Landasan Sosiologis

Unsur scsiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berhagai aspek.

Perkembangan zaman sekarang ini menuntut diadakannya pengaturan yang

baru tentang Tenaga Kesehatan diantaranya:

1. untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan pelayanan keschatan;

2. agar )enjang dan jenis pendidikan tenaga kesehatan yang
diselenggarakan sesuai dengan kebuiihan dan pengembarigan
pelayanan kesehatan;

3. agar penyebaran tenaga kesehatan dapat memberikan perlindungan
kepada masyarakat;

4. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang
diberikan oleh tenaga kesehatan;

5. membeiikan kepastian hukum kepada pemberi dan penyelenggara
pelayanan kesehatan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan

kesehatan.

C. Landasan Yuridis

Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yarg dibentuk untuk
mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan
mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang
akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Secara yuridis, pengaturan ini tentunya dilandasi oleh berbagai produk
peraturan perundang-undangan yang telah ada, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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. Pasal 5 ayat(1) menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan
membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat.

. Disamping itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengamanatkan agar Negara menjamin hak-hak rakyat
untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial tanpa
diskriminasi, baik bagi yang secara ekonomis mampu maupun vang
miskin dan anak-aiiak terlantar, sebagaimana tercantum datam Pasal

28 H yang berbunyi:

1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang ktaik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan perlakuan khususnya
uniuk memperolen kesempat;h dan manfaat yang sama guna
mencapai persamaan dan keédilan.

3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermanfaat.

4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak boieh diambil secara sewenang-wenang oleh

siapapun.

Pasal 34 menetapkan:

1) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat kemanusiaan.

3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan
dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur

dengan Undang-Undang.
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2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

1. Pasal 21 menetahkan tentang tenaga kesehatan:

1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan,
pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam
rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan,
pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalem Peraturan Pemeiintah.

3) Keteituan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-

Undang.

3. Selain adanya tenaga medis yang telah ditetapkan dengan Undang-

Undang._Nomor 29 Tahun 2009, tenaga kesehatan lainnya diatur dalam

peraturan sebagai berikut:

a.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga
Kesehatan

Peraturan Pemcrintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan
Kefarmasian

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001
Tentang Registrasi Dan Praktik Perawat sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/ 148/1,2010
Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat .

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001
Tentang Registrasi Dan Ijin Praktik Fisioterapis

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1392/Menkes/SX/X11/2001
Tentang Registrasi Dan Ijin Kerja Perawat Gigi

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/Sk/V1/2002 Tentang
Registrasi Dan Ijin Kerja Refraksionis Optisien

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002
Tentang Registrasi Dan Praktik Bidan sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/ 149/1/2010
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Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, terakhir dengan
Peraturan Menteri Kesehatan No 1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang
Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/Menkes/Sk/V/2003 Tentang
Registrasi Dan Izin Kerja Asisten Apoteker sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011
tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

I.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 867/Menkes/Per/VIII/2004

Tentang Registrsi Dan Praktik Terapis Wicaia

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Fer/V/2006 Tentang

Registrasi Danr Izin Kerja Radiografer

k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/X/2007 Tentang
IZin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran sebagaimana diubzh

L

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomior 2052/Menkes/Per/X/
2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

|l Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/Per/V/2007 Tentang
Tentang Okupasi Terapis.

m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/ 1/2010
Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan sebagaimana diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011
Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

n. Peraturan Menteri Kesehatan No 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang

Registrasi, 1zin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Bersama dengan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dan organisasi profesi
terkait, Kementerian Kesehatan saat ini sedang menata berbagai peraturan
registrasi dan perizinan tenaga kesehatan tersebut meliputi sekitar 19 jenis
tenaga kesehatan sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan dan peraturan registrasi tenaga kesehatan yang baru, di luar tenaga

medis dan tenaga kefarmasian.
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BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN UNDAMG-UNDANG TENAGA KESEHATAN

A. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Undana-Undang Tenaga Kesehatan mengatur seluruh jenis tenaga

kesehatan, namun pengaturan tersebut tidak termasuk hal-hal yang telah

diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Pengaturan dalam

uUndang-Undang Tenaga Kesehatan mencaktup:

18
2.

N o v oA W

10.

11

Ketentuan Umum

Tangguny Jawab dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Kualifikasi dan Pengelompokan Tenaga Kesehatan

Perencanaan, Pengadaan, dan Pendayagunaan

Sertifikasi, Registrasi, dan Perizinan Tenaga Kesehatan

Organisasi Proresi

Tenaga Kesehatan Luiusan Luar Negeri dan Tenaga Kesehatan Warga
Negara Asing

Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan

Penyelenggaraan Keprofesian

Penyelesaian Perselisihan

.Pembinaan dan Pengawasan
12.
13.
14.

Ketentuan Pidana
Ketentuan Peralihan

Ketentuan Penutup

B. Materi Muatan
1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi:

a. batasan pengertian atau definisi;

b. singkatan atau akronim yang dituangkan da'am batasan pengertian atau

definisi; dan/atau




C

hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa
pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud,

dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Dalam RUU tentang Tenaga Kesehatan diatur mengenai ketentuan umum

sebagai berikut:

a.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang keschatan, yang untuk jenis tertentu

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Definisi ini sesuai dengan vang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009,

tentang Kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat Jan/atau tempat yang
digunakan untuk menyelenggaiakan upaya peleyanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh

Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Definisi ini sesuzi dengan yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009,

tentang Kesehatan.

Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatar dan/atau serangkaian kegiatan
yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk
memelihara dan meningkatkan deraiat kesehatan masyarakat dalam
bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan

penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Definisi ini sesuai dengan yang diatuir dalam UU Nomor 36 Tahun 2009,
tentang Kesehatan

Kompetensi adalah kemampiian yang dimiliki seseorang Tenaga Kesehatan
berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional untuk

dapat menjalaiikan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya.




k.

Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap Kompetensi
Tenaga Kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan

keprofesiannya di seluruh Indonesia setelah lulus uji Kompetensi.

Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah
memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi terteritu
lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau

pekerjaan keprofesiannya.

Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR, adalah bukti
tertulis yang diberikan olch Menteri kepada Tenaga Kesehatan yang telah

diregistrasi.

Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP, adalah bukti tertulis yang
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Tenaga Kesehatan

yang akan menjalar.<an praktik mandiri.

Surat Izin Kerja yang selanjutnya disingkat SIK; adalah bukti tertulis yang
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Tenaga Kesehatan
yang akan menjalankan pekerjaan keprofesiannya di suatu Fasilitas

Pelayanan Kesehatan.

Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengstahuan,
keterampilan, dan perilaku Clprofesional yang harus dikuasai dan dimiliki
oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profésionalnya
pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang

kesehatan.

Standar Pelayanan Profesi adalah pedoman yang harus diikuti oleh Tenaga

Kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.

Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi/langkah-
langkah yang dibakukan untuk menyciesaikan proses kerja rutin tertentu
dengan memberikan l!angkah yang benar dan terbaik berdasarkan
kKonsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi
pelayanan yang dibuat oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan

Standar Profesi.
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m. Organisasi Profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu disiplin

ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.

n. Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan
konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan
yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada

tenaga kesehatan.

o. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan [egara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undarg Dasar

Neaara Republik Indonesia Tahun 1945.

p. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemeriiitahan daerah.

q. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang kesehatan.

Dalam RUU tersebut diatur bahwa Undang-Undang ini berasaskan
perikemanusiaan; manfaat; pemerataan; etika dan profesionalitas;
penghormatan terhadap hak dan kewajiban; keadilan; pengabdian; dan norma
agama serta bertujuan untuk :

1) memenuhi kebutuhan masyarakat akan Tenaga Kesehatan;

2) mendayagunakan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

3) memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima

penyelenggaraan upaya kesehatan;

4) mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Upaya

Kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan; dan

5) memberikan kepastian hukum.

Ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur mengenai tenaga kesehatan
kecuali hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran.
Dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedckteran

48




bertujuan untuk :

a. Memberikan perlindungan kepada pasien;

b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan
oleh dokter dan dokter gigi; dan

c. Mempberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Dalam Undang Undang Praktkk Kedokteran memuat materi meliputi: asas dan
tujuan, pengaturan Konsil Kedokteran Indonesia, Standar pendidikan profesi
kedokteran dan kedokteran gigi, pendidikan dan pelatirain kedokteran dan
kedokteran gigi, registrasi dokter dan dokter gigi, penyelenggaraan praktik
kedokteran, disiplin dokter dan dokter gigi serta pembentukan Majelis
Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, pembinzan dan pengawasan,

ketentuan pidana.

2.7anggung Jawab Dan Wewenang Pemerintah Dan Pemeiintan

Daerah

Sesuai dengan PP Nomor 38 Tahun 2007, pembagian urusan pemerintahan
diicksanakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi
dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan. Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang
berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannnya. Urusan perherintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan Urusan wajib adalah urusan
pemerintahan yang waijib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi
dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Kesehatan termasuk dalam pelayanan dasar. Urusan Pilihan adalah urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi

unggulan daerah yang bersangkutan.
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Dalam Pasal 2 Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 diamanatkan bahwa
bidang kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar
tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, yang disebut juga dengan urusan
pemerintahan yang bersifat konkuren, yang diselenggarakan bersama oleh
Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.

Sistimatika pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan yang bersifat
konkuren adalah sebagai berikut :

1. Bidang : Kesehatan

2. Sub Bidang :

2.1. Upaya Kesehatan.

2.2. Pembiayaan Kesehatan.

2.3. Sumber Daya Manusia Kesehatan.

2.4. Obat dan Ferbekalan Kesehatan

2.5. Pemberdayaan Masyarakat.

2.6. Manajemen Kesehatan.

3. Sub sub Bidarg :

3.1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.

3.2. Lingkungan Sehat.

3.3. Perbaikan Gizi Masyarakat.

3.4, Pelayanan Kesehatan Percrangan dan Masyarakat.

3.5. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat.

3.6. Peningkatan jumlah, mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan

3.7. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat
serta Perbekalan Kesehatan.

3.8. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat
dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

3.9, Kehijakan.

3.10.Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

3.11.Kerjasama Luar Negeri.

3.12.Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas.
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3.13.Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK).

Sesuai dengan Undang Undang Kesehatan, kesehatan terdiri dari upaya
kesehatan dan sumberdaya kesehatan. Tenaga Kesehatan termasuk sebagai

sumberdaya kesehatan.

Dalam RUU tentang Tenaga Kesehatan pembagian urusan dalam

bentuk pembagian tanggung jawab diatur sebagai berikut:
Pemerintan dan Pemerintah Daerah bertangoung jawab terhadap:

1)  pengaturan, pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan;
2) peningkatan mutu Tenaga Kesehatan;

3) perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai

kebutuhan; dan

4) perindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dalam
menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya.

Dalarn melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah berwenang untuk:

menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan skala nasional selaras dengan

[u}]

kebijakan pembangunan nasional;
b. merencanakan kebutuhan Tenaga Kesehatan;
c. melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan;
d. pendavagunaan Tenaga Kesehatan;

e. pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan
kegiatan sertifikasi Kompetensi dan pelaksanaan Reaistrasi Tenaga

Kesehatan;

f.  pelaksanaan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri di bidang

Tenaga Kesehatan; dan

g. penetapan kebijakan yang berkaitan dengan Tenaga Kesehatan yang akan
meiakukan pekerjaan atau praktik di luar negeri dan Tenaga Kesehatan
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warga negara asing yang akan melakukan pekerjaan atau praktik di
Indonesia.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah provinsi

berwenang:

a.

penetapan kebijakan Tenaga Kesehatan skala provinsi selaras dengan

kebijakan pembanguran nasional;

peiaksanaan kebijakan Tenaga Kesehatan skala provinsi;

perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan;

pengadaan Tenaga Kesenatan;

pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan;

pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan melalui pembinaan

dan pengawasan pelaksanaan praktik tenaga kesehatan;
pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan; dan

pemberian rekomendasi pendayaguraan Tenaga Kesehatan warga negara

asing.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerah kabupaten/kota

berwenang:

a.

penetapan kebijakan Tenaga Kesehatan skala kabupaten/kota selaras
dengan kebijakan nasional dan provinsi;

pelaksanaan kebijakan Tenaga Kesehatan skala kabupaten/kota;
perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan;

pengadaan Tenaga Kesehatan;

pendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan;

pembinaan dan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan melalui pelaksanaan

kegiatan perizinan Tenaga Kesehatan;
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g. pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang Tenaga Kesehatan; dan

h. pemberian rekomendasi pendayagunaan Tenaga Kesehatan warga negara

asing.

3. Kualifikasi Dan Pengelompokan Tenaga Kesehatan

Sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang Undang Nomor 36 faiiun 2009
tentang Kesehatan bahwa tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum.
Dalam RUU tentang Tenaga Kesehatan diatur tenaga kesehatan dan asisten
tenaga kesehatan.

Tenaga Kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum Diploma III, kecuali
tenaga medis. Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan menengah, Dipioma I dan
Diploma II dapat diberikan kewenangan untuk menjalankan pekerjaar sebagai
asisten Tenaga Kesehatan. Asisten tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi
minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan dan hanya dapat bekerja
di bawah supervisi Tenaga Kesehatan.

Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:

a. tenaga medis terdiri dari dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter
gigi spesialis.

b. tenaga keperawatan dan kebidanan terdiri dari perawat, perawat gigi,

perawat anestesi dan bidan.

8]

tenaga kefarmasian apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

d. tenaga kesehatan masyarakat terdiri dari epidemiolog kesehatan, tenaga
promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga kesehatan kerja, tenaga
administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan

- kependudukan, serta tenaga kesehatan repreduksi dan keluarga.

e. tenaga kesehatan lingkungan terdiri dari tenaga sanitasi lingkungan,

entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan
f.  tenaga gizi terdiri dari nutiisionis dan dietisien.

g. tenaga keterapian fisik terdiri dari fisioterapis, okupasi terapis, terapis
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wicara, dan akupunktur.

tenaga keteknisian medis terdiri dari radiografer, radioterapis, teknisi gigi,
teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, ortotik
prostetik, perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler,

fisikawan medis, dan teknisi transfusi darah.

tenaga kesehatan iainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam memenuhi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang

kesehatan serta ketutuhan peiayanan kesehatan, Menteri dapat menetapkan

jenis Tenaga Kesehatan lain daiam setiap kelompok tersebut.

4. Perencanaan, Pengadaan, Dan Paendayagunaan

a. Perancanaan

Dalam RUU tentang Tenaga Keschatan perlu diatur sbb:

Perencanaan tenaga kesehatan adalah upaya penetapan jenis, jumlah dan
kualifikasi dan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan
pembangunan kesehatan. Rencana kebutuhan tenaga kesehatan meliputi
jumlah, jenis maupun mutunya sesuai dengan kebutuhan pembangunan

kesehatan

Menteri menetapkan kebijakan dan menyusun perehcanaan Tenaga
Kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan secara
nasional. Perencaraan Tenaga Kesehatan disusun secara berjenjang
berdasarkan  ketersediaan  Tenaga Kesehatan  dan kebutuhan
penyelenggaraan pembangunan dan upaya kesehatan. Ketersediaan dan
kebutuhan dilakukan melalui pemetaan Tenaga Kesehatan.

Menteri dalam menyusun perencanaan Tenaga Kesehatan harus

memperhatikan faktor:

1) jenis, kualifikasi, jumlah, pengadaan dan distribusi Tenaga Kesehatan;
2) penyelenggaraan upaya kesehatan;

3) ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
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4) kemampuan pembiayaan;
5) kondisi geografis dan sosial budaya; dan

6) pengadaan Tenaga Kesehatan.

b. Pengadaan
Dalam RUU tentang Tenaga Kesehatan perlu diatur sbb:
Pengadaan Tenaga Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan
pendayagunaan Tenaga Kesehatan. Pengadaan Tenaga Kesehatan dilakukan
melalui pendidikan tinggi bidang kesenhatan. Pendidikan tinggi bidang
keschatan diarahkan untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang bermutu
sesuai Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi. Pendidikan tinggi

bidang kesehatan diselenggarakan dengan memperhatikan:

1) keseimbangan antara kebutuhan penyelenggcraan Upaya Kesehatan dan

dinamika kesempatan keria baik di dalam negeri maupun di luar negeri;

2) keseimbangan antara kemampuan produksi Tenaga Kesehatan dan

sumber daya yang tersedia; dan

3) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau
masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan tinggi bidang kesehatan diselenggarakan berdasarkan izin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin diberikan setelah
mendapatkan rekomendasi dari Menteri. Pembinaan teknis pendidikan tinggi

bidang kesehatan dilakukan oleh Menteri.

Pembinaan akademik pendidikan tinggi bidang kesehatan dilakukan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
Dalam penyusunan kurikulum pendidikan Tenaga Kesehatan, penyelenggara
pendidikan tinggi bidang kesehatan harus mengacu pada Standar Nasional

Pendidikan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan berkoordinasi dengan Menteri.




Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan tinggi bidang kesehatan dilaksanakan sesuai deingan standar

pendidikan Tenaga Kesehatan yang mengacu kepada Standar Profesi dan

Standar Pelayanan Profesi. Standar pendidikan Tenaga Kesehatan ditetapkan

oleh Menteri. Standar pendidikan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat

masikan organisasi profesi bidang kesehatan, asosiasi pendidikan bidanag

kesehatan, dan/atau asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan.

Pengadaan tenaga keschatan yang diatur dalam PP Nomor 32 Tahun
1996 tentang Tenaga Kesehatan diatur sbb:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan

di bidang kesehatan.

Pendidikan di bidang kesehatan dilaksanakan di lembaga pendidikan vang
diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan di bidang kesehatan dilaksanakan
berdasarkan ijin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pelatihan dibidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan

atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis kesehatan.

Pelatihan di bidang kesehatan dapat dilakukan secara berjenjang sesuai

dengan jenis tenaga kesehatan yang bersangkutan.

Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mangikuti
pelatihan di bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Penyelenggara dan/atau pimpinan fasilitas kesehatan bertanggung jawab
atas pemberian kesempatan kepada tenaga kesehatan yang ditempatkan
dan/atau bekerja pada fasilitas kesehatan yang bersangkutan untuk
meningkatkan keterampilan atau pengetahuan melalui pelatihan di bidang

kesehatan.

Pelatihan di bidang kesehatan dilaksanakan di balai pelatihan tenaga

kesehatan atau tempat pelatihan lainnya.
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9) Pelatihan di bidang kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah
dan/atau masyarakat.

10) Pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

11) Pelatihan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat

dilaksanakan atas dasar ijin Menteri.
12) Pelatihan di bidang kesehatan wajib memenuhi persyaratan tersedianya :

a. calon peserta pelatihan;

b. tenaga kepelatihan;
c. kurikuium;

d. sumber dana yang tetap wuntuk menjamin kelangsungan
penyelenggaraan pelatihan;

f. sarana dan prasarana.

Ada sekitar 32 Poltekkes dibawah Kementerian Kesehatan dan berbagai jenis
pendidikan tenaga kesehatan sebagai berikut: Keperawatan, Kebidanan,
Keperawatan Gigi, Kesehatan Lingkungan, Gizi. Fisioterapi. Okupasi Terapi.
Terapi Wicara. Ortetik Prostetik, Farmasi. Analiz Farmasi dan Makanan, Teknik
Radiodiagnestik dan Radioterapi, Analis Kesehatan. Teknik Gigi, Teknik
Elektromedik, Refraksi Optisi. Perekam dan Informatika Kesehatan, Teknologi
Transfusi Darah, Akupunktur,Teknik Kardiovaskuler.

. Pendayagunaan

Pendayagunaan tenaga kesehatan adalah upaya pemerataan dan pemanfaatan
serta pengembanqgan tenaga kesehatan. Tujuan pendayagunaan tenaga
kesehatan a&dalah untuk mengoptimalkan pemerataan, oemanfaatan dan
pengembangan tenaga kesehatan dalam rangka mendukung pembangunan
kesehatan.

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah, dan/atau masyarakat sesuai tugas dan fungsi masing-masing
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berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendayagunaan terdiri

dari pendayagunaan Tenaga Kesehatan di dalam negeri dan luar negeri.

Dalam penyeienggaraan pendayagunaan tenaga kesehatan di dalam negeri,

dapat dipergunakan beberapa aspek sebagai acuan sebagai berikut:
1) Klasifikasi kemampuan daerah dan masyarakat

Dalam era desentralisasi, telah ditetapkan tanggung jawab dan
kewenangan/uiusan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Peran
Pemerintah dan Pemerintah Daerzh dalam pendayagunaan tenaga keschatan
dalam negeri, dapat dibedakan dengan memperhatikan kemampuan daerah

dan tingkat kesejahteraan masyarakatiiya.

Kriteria yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan kemampuan ekonomi
pemerintah daerah antara lain:

a) Besaran fickal daeran;

b) Ada tidaknya sumber daya alam seperti pertambangan dan Iaiﬁ—!ain;

c) Ada tidaknya sektor jasa yang menjanjikan seperti bancara dan lain-lain.

Sedangkan kriteria vang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan
kemampuan ekoncmi masyarakat antara lain:

- a) Upah Minimum Regional;
b) Besaran Pendapatan Asli Daerah {PAD) dari sektor swasta;

¢) Banyaknya sektor Usaha Kecil dan Menengah

Dalam upaya penetapan kemampuan ekonomi pemerintah daerah dan
masyarakat, perlu ditetapkan bersama secara lintas sektor dan lintas daerah.
Penetapan klasifikasi kemampuan ekonomi pemerintah daerah dan
masyarakat terkait pendayagunaan tenaga kesehatan harus dievaluasi secara
periodik untuk memastikan efektifitas upaya pendayagunaan tenaga

kesehatan.

Klasifikasi kemampuan daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya

dapat dibedakan sebagai berikut:




a) Pemerintah daerah dengan kemampuan ekonomi baik, masyarakat
dengan kemampuan ekonomi baik;

b) Pemerintah daerah dengan kemampuan ekonomi baik - masyarakat
dengan kemampuan ekonomi kurang;

c) Pemerintah daerah dengan kemampuan ekonomi kurang - masyarakat
dengan kemampuan ekonomi kurang;

d) Pemerintah daerah dengan kemampuan ekonomi kurang - masyarakat

dengan kemampuan ekonomi baik

2)Pembagian tanggung jawab antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Dengarn memperiimbangkan keempat klasifikasi di atas maka pembagian
tanggung jawab dan kewenangan antara pemerintah dan Pemerintah Daerah

adalah sebagai berikut:

a) Pada klasifikasi 1 (pemerintah daerah dengan kemampuan ekonomi baik
- masyarakat dengan kemampuan ekonomi baik), maka tanggurg jawab
dan kewenangan pendayagunaan tenaga kesehatan diberikan kepada
pemerintah daerah yang bermitra dengan pihak swasta setempat.
Pemerintah berperan sebagai regulator dan pendayagunaan tenaga
kesehatan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah di daerah.

b) Pada klasifikasi 2 (pemerintah daerah dengan kemampuan ekonomi baik
- masyarakat dengan kemampuan ekonomi kurang), maka tanggung
jawab aan kewenangan pendayagunaan tenaga kesehatan diberikan
kepada pemerintah daerah yang bermitra dengan pihak swasta nasional.
Pemerintah berperan sebagai regulator dan pendayagunaan tenaga
kesehatan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah di daerah.

c) Pada klasifikasi 3 (pemerintah daerah dengan kemampuan ekonomi
kurang - masyarakat dengan kemampuan ekonomi kurang), maka
tanggung jawab dan kewenangan pendayagunaan tenaga kesehatan
diberikan kepada Pemerintah yang bermitra dengan pihak swasta

nasional.




d) Pada klasifikasi 4 (pemerintah daerah dengan kemampuan ekonomi
kurang - masyarakat dengan kemampuan ekonomi baik), maka tanggung
jawab dan kewenangan pendayagunaan tenaga kesehatan diberikan

kepada Pemerintah yang bermitra dengan pihak swasta setempat.

Pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah dan
pemerintah daerah dalam pendayagunaan tenaga kesehatan menurut

klasifikasi kemanipuan daerah dan masyarakat.

Seiain kemampuan ekonomi pemerintar daerah dan masyarakatnya seperti
diuraikan di atas, aspek iain yang perlu menjadi pertimbangan dalam

pendayagunaan tenaga kesehatan, antara lain adalah:

1) Kondisi geografis (daerah terpencil, sangat terpencil, kepulauan,
perbatasanj;

2) Masalah kesehatan antara lain pola penyakit;

3) Sarana, prasarana serta infrastruktur daerah;

4) Ratio tenaga kesehatan dengan penduduk, ratio antar jenis tenaga
kesehatan dan ratio tenaga kesehatan dengan luas wilayzah;

5) Sosial dan budaya masyarakat setempat

3) Asas kemanusiaan bagi tenaga kesehatan

Penyelenggaraan pendayagunaan tenaga kesehatan dilakukan dengan
mempertimbangkan asas kemanusiaan bagi tenaga kesehatan. Bagi teraga
kesehatan yang tidak berminat untuk mengabdikan diri sebagai pegawai
pemerintah, dapat memilih untuk bekerja di sektor kesehatan swasta atau di

sektor non kesehatan.

4)Tempat Tugas dan Fungsi Tenaga Kesehatan

a) Tenaga kesehatan dapat didayagunakan di berbagai fasilitas kesehatan

(pelayanan kesehatan, institusi pendidikan dan penelitian, dan unit
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manajemen/administrasi) pada pemerintah (Kementerian/Lembaga,
pemerintah daerah), TNI/Polri dan BUMN sebagai tenaga fungsional
maupun tenaga struktural.

b) Tenaga kesehatan dapat didayagunokan di berbagai fasilitas kesehatan
(pelayanan kesehatan, institusi pendidikan dan penelitian, dan unit
manajemen/administrasi)  milik swasta  (perorangan, kelompok,

perusahaan) sebagal tenaga fungsional maupun tenaga struktural.

~) Tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas kesehatan milik

pemerintah dapat berfungsi sebagai:

(1) Tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan

(2) Tenaga pendidik dan peneliti pada institusi pendidikan dan penelitian

(3) Tenaga administrator/regulator baik pada unit manajemen di
kementerian/lembaga, TNI/Polri, BUMN matpun unit manajemen
pada fasilitas pelayanan = kesehatar, dan institusi
pendidikan/penelitian

d) Tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasilitas kesehatan milik

swasta dapat berfungsi sebagai:

(1) Tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan

(2) Tenaga pendidik dan peneliti pada institusi pendidikan dan
nenelitian

(3) Tenaga administrator/regulator baik pada unit manajemen di
kementerian/lembaga, TNI/Polri, BUMN maupun unit manajemen
pada fasilitas pelayanan kesehatan, dan institusi
pendidikan/penelitian

Yang dimaksud dengan pendayagunaan tenaga kesehatan luar negeri meliputi:

(1) tenaga kesehatan Indonesia yang didayagunakan ke luar negeri, (2) tenaga

kesehatan Indonesia lulusan luar negeri maupun pasca bekerja di luar negeri,




dan (3) tenaga kesehatan Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di

Indonesia

Prinsip pendayagunaan tenaga kesehatan luar negeri mengacu pada the WHO
Global Code of Practice on The International Recruitment of Health Personnel
yang telah diadopsi pada World Health Assembly tahun 2010 dalam resolusi
WHA63.16. Prinsip tercebut antara lain mencakup azas transnaransi, keadilan
dan dukungan terhadap sistem kesehatan terutama di negara yang sedang
berkembang, dalam kerangka migrasi internasional. Migrasi merupakan hak
setiap tenaga kesehatan. Peran Pemerintah ada!ah menetapkan regulasi dengan
meminimalkan dampak negaiif, bzik bagi Indonesia maupun bagi tenaga
kesehatan, serta mendukung penguatan sistem kesehatan dalam negeri.
Pendekatan komprehensif dalam pendayagunaan tenaga kesehatan mutlak
digunakan sebagai upaya menjawab kebutithan global akan tenaga kesehatan

yang berkualitas.
a. Kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri

Kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri hanya
merupakan alternatif dalam rangka optimalisasi pemanfaatan tenaga
kesehatan. Pendayagunaan tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri
bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan sebagai upaya mengatasi
kendisi kelebihan jumlah tenaga kesehatan tertentu untuk sementara waktu
di daiam negeri (temporary surplus). Pendayagunaan tenaga kesehatan ke
luar negeri juga diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan
dan pengalaman bagi tenaga tersebut yang diharapkan dapat diterapkan
setelah kembali ke Indonesia. Pendayagunaan tenaga kesehatan Indonesia
ke luar negeri perlu mendapat perlindungan hukum yang jelas melalui

perjanjian kerja sama baik bilateral, regional maupun multilateral.

b. Kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan Indonesia lulusan luar negeii

dan pasca bekerja di luar negeri

Kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan Indonesia lulusan luar negeri

dan pasca bekerja di luar negeri edalah segera didayagunakan di dalam

negeri. Dukunaan yang dapat diberikan untuk memberi kemudahan bagi
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tenaga kesehatan Indonesia lulusan luar negeri agar dapat bekerja di dalam
negeri, adalah dengan memberikan pengakuan terhadap kompetensi yang
bersangkutan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundangan-

undangan.
c. Kebijakan pendayaguiiaan tenaga kesehatan WNA di Indonesia

Kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan WNA di Indoresia dapat
sebagai pemberi pelatihan dalam rangka alih tehnoiogi dan ilmu
>engetahuan serta pemberi pelayanan dengan jenis, kualifikasi pendidikan
Gan persyaratan sesuzi dengan ketentuan peraturan pcirundang-undangan.
Agar tenaga kesehatan asing dapat didayagunakan seoptimal mungkin
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu pembinaan dan

pengawasan yang intensif dan terkoordinasi antar instansi terkait

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dilakukan dengan memperhatikan aspek
pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan.

Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah

wajib melakukan penempatan Tenaga Kesehatan setelah melalui proses seleksi.

Penempatan Tenaga Kesehatan oleh Pemerintah atau Pemeriniah Daerah

dilaksanakan dengan cara:

1) pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

2) pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap; atau
3) penugasan khusus.

Selain penempatan Tenaga Kesehatan dengan cara Pemerintah dapat
menempatkan Tenaga Kesehatan melalui pengangkatan sebagai anggota
TNI/POLRI. Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak
Tetap serta penempatan melalui penaangkatan sebagai anggota TNI/POLRI
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penempatan
Tenaga Kesehatan melaiui penugasan khusus dengan penempatan dokter pasca

internsip, residen senior dan pasca pendidikan spesialis dengan ikatan dinas.
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Penempatan Tenaga Kesehatan dilakukan dengan tetap memperhatikan
pemanfaatan dan pengembangan Tenaga Kesehatan. Penempatan Tenaga
Kesehatan dilakukan melalui seleksi.

Pemerintah dalam memeratakan penyebaran Tenaga Kesehatan sesuai
kebutuhan masyarakat dapat mewajibkan Tenaga Kesehatan lulusan dari satuan
pendidikan millk Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengikuti seleksi
penempatan. Selain Tenaga Kesehatan seleksi penempatan dapat diikuti oleh

Tenzga Kesehatan lulusan institusi pendidikan swasta.

Tenaga Kesehatarn yzng teiah ditempatkan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan Kompetensi dan
Kewenangannya. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau kepala
daerah yang ~membawahi Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  harus
mempertiinbangkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan
lokasi, serta keamanan. dan keselamatan kerja Tenaga Kesehatan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan Tenaga Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu dan
karir Tenaga Kesehatan. Pengembangan Tenaga Kesehatan dilakukain melalui
pendidikan dan pelatihan serta kesinambungan dalam menjalankan praktik
dan/atau pekerjaan keprofesiannya serta karimya. Dalam rangka
pengembangan Tenaga Kesehatan, kepala daerah dan pimpinan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab atas pemberian kesempatan yang
sama kepada Tenaga Kesehatan dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.

Pelatihan Tenaga Kesehatan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pelatihan harus memenuhi program
pelatihan dan tenaga pelatih yang sesuai dengan standar dan diselenggarakan
oleh institusi penyelenggara pelatihan yang terakreditasi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia ke luar negeri
dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan

Tenaga Kesehatan di Indonesia dan peluang kerja bagi Tenaga Kesehatan

Warga Negara Indonesia di luar negeri. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
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Warga Negara Indonesia ke luar negeri dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- Sertifikasi, Registrasi Dan Perizinan Tenaga Kesehatan

Dalam RUU tentang Tenaga Kesehatan perlu diatur sbb:

untuk melindungi masyarakat penerima ijasa pelayanan kesehatan dan
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga

Kesehatan, Menteri bertugas melakukan pengendalian mutu Tenaga Kesehatar.
Dalam melakukan tugas Menteri menyelenggarakan fungsi:

a.  uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi;

b.  penyelenagaraan Registrasi Tenaga Kesehatan;

c. pembinaan terhadap Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik
dan/atau pekerjaan keprofesiannya; dan

d. penegakan disiplin tenaga kesehatan.

1) Sertifikasi
Setiap Tenaga Kesehatan harus memiliki kompetensi yang dibukiikan dengan
Sertifikat Kompetensi. Untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi setiap
Tenaga Kesehatan harus mengikuti uji kompetensi dalam proses sertifikasi.

Tenaga Kesehatan yang telah lulus uji kompetensi dalam proses sertifikasi
diberikan Sertifikat Kompetensi yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun.

Untuk uji kompetensi tenaga kesehatan berdasarkan peraturan yang ada saat
ini dilaksanakan sebagai berikut:

a. Untuk tenaga dokter dan dokter gigi. Berdasarkan Undang Undang
Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sertifikat kompetensi

diberikan oleh Kolegium masing masing setelah dilakukan uji

kompetensi. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan
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terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan
praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
Sertifikat kompeteiisi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda
registrasi dokter gigi berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi

ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

b. Tenaga kefarmasian
Berdasarkan Permenkes Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang
Registrasi, 1zin Praktik, Dan izin Kerja Tenaga Kefarmasian sebagai
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Pekerjaan Kefarmasian, mengetur bahwa Sertifikat kompetensi profesi
dikeluarkan oleh organisasi profesi setelah lulus uji kompetensi. Sertifikat
kompetensi profesi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan uji
kompetensi kembali setelah habis masa berlakunya. Organisasi profesi

disini adalah organisasi tempat berhimpun para Apoteker di Indonesia.

c. Tenaga kesehatan icinnya
Berdasarkan Permenkes Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 Tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan mengatur bahwa Sertifikat kompetensi
dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Pelaksanaan uji
kompetensi diiakukan oleh perguruan tinggi bidang kesehatan yang telah
terakreditasi dari badan yang berwenang, bersamaan dengan pelaksanaan
ujian akhir. Sertifikat kompetensi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang setiap 5 (lima) tahun. Tindak lanjut ketentuan isi sedang
disusun Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan tentang Uji Kompeteisi.

2) Registrasi

Dalam RUU tentang Kesehatan perlu mengatur bahwa:




Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik dan/atau pekerjaan
keprofesiannya wajib memiliki STR. STR sebagaimana diberikan oleh Menteri

setelah memenuhi persyaratan yang meliputi:

a) memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan;
b) memiliki Sertifikat Kompetensi;

¢) memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;

d) mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumnah/janji profesi:

dan

e) membuat perinyctaan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika

profesi.

STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat di Registrasi ulang setelah

memenuhi persyaratan. Persyaratan untuk Registrast ulang meliputi:
a) STR lama;
b) memiliki Sertifikat Kompetensi;
c) memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan

d) membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika

profesi.

Saat ini, ketentuan registrasi untuk dokter dan dokter gigi herdasarkan Undang
Undang Nomor 29 Tahun 2004, dan peraturan pelaksanaannya, diberikan surat
tanda registrasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia, sedang untuk tenaga
apoteker berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2009 diberikan oleh Komite Farmasi

Nasional, tenaga teknis kefarmasian oleh Dinas Kesehatan Provinsi lulusan,

sedang tenaga kesehatan lainnnya berdasarkan Permenkes Nomor 1796 Tahun
L 2011 diberikan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Namun belum
implementatif sehingga beberapa tenaga kesehatan registrasinya masih
diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Frovinsi atau masih berdasarkan

peraturan sebelumnya.
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3) Perizinan
Dalam RUU tentang Kesehatan perlu mengatur bahwa:
Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik dan/atau pekerjaan
keprofesiannya di bidang pelayanan kesehatan perseorangan wajib memiliki
izin. Izn diberikan dalam bentuk SIP atau SIK. SIP atau SIK masing-masing
berlaku untuk 1 (satu) tempat.

SIP atau SIK diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota atas rekomendasi
pejabat kesehatan yang berwenang di kabunaten/kota tempat Tenaga
Kesehatan menjalankan pekeriaan keprofesiannya. Untuk mendapatkan SIP

atau SIK Tenaga Kesehatan harus memiliki:
a) STR yang masih berlaku; dan

b)  tempat praktik dan/atau tempat kerja.

SIP atau SIK masih berlaku sepanjang:
a. STR masih berlaku; dan

b. tempat praktik atau tempat kerja masih sesuai dengan yang tercantum
dalam SIP atau SIK.

Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik perseorangan wajib memiliki SIP
dan memasang papan nama praktik. Tenaga Kesehatan yang tidak memasang
papan nama, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis,

atau pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang.

Kebijakan pengaturan perizinan tenaga kesehatan selama ini
ditetapkan sebagai berikut:

(1) Untuk dokter dan doktar gigi berdasarkan Undang Undang tentang Praktik
Kedokteran dan Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin
Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran telah ditetapkan bahwa setiap
Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib
memiliki SIP dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. SIP
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bagi Dokter dan Dokter Gigi dapat berupa SIP dokter, SIP dokter gigi, SIP
dokter spesialis, dan SIP dokter gigi spesialis. SIP Dokter dan Dokter Gigi
diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik pada fasilitas
pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, maupun praktik
perorangan.

Tenaga kefarmasian ditetapkan berdasarkan Peraturan M.enteri Kesehatan
Nemor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, 1zin Praktik dan Izin

Kerja Tenaga Kefarmasian:

a. Setiap tenaga kefarmasian yang akan menjalankan pekerjaan
kefarmasian wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga

kefarmasian bekerja.
b. Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

1) SIPA bagi Aﬁbteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan
kefarmasian;

2) SIPA bagi Apoteker pendamping di fasilitas pelayanan
kefarmasian;

3) SIKA bagi Apoteker yang melakukarn pekerjaan kefarmasian di
fasilitas produksi atau fasilitas distribusi/penyalurai; atau

4) SIKTTK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan
pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.

SIPA, SIKA, atau SIKTTK dikeluarkan cleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota tempat pekerjaan kefarmasian dilakukan.

SIPA bagi Apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan
kefarmasian atau SIKA hanya diberikan untuk 1 (satu) teinpat fasilitas
kefarmasian.

Apoteker penanggung jawab di fasiiitas pelayanan kefarmasian berupa
puskesmas dapat menjadi Apoteker pendamping di luar jam kerja.
SIPA bagi Apoteker pendamping dapat diberikan untuk paling banyak
3 (tiga) tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.
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g. SIKTTK dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas

kefarmasian.

(3) Tenaga bidan

4

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1464/Menkes/Per/X/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

bagi bidan vang telah teregistrasi dapat menjaiankan nraktik perorangan

dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan dengan perizinan yang

daitur sebagai berikut:

1) Setiap bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib
memiliki SIKB

2)  Setiap bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki SIPB.

3) SIKB atau SIPB berlaku untuk 1 (satu) tempat

Berdasarkan peraturan tersebut, Bidan dalam menjalankan praktik,
berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi:

a. pelayanan kesehatan ibu;

b. pelayanan kesehatan anak; dan

c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Tenaga perawat

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
Hk.02.02/Menkes/148/1/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik
Perawat mengatur Setiap Perawat yang menjalankan praktik wajib
memiliki SIPP. Kewajiban memiliki SIPP dikecualikan bagi perawat yang
menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktik
mandiri. Namun ketentuan ini tidak sesuai dengan UU Nomor 44 Tahun
2009 tentang Rumah Sakit dimana ditetapkan bahwa tenaga kesehatan
tertentu termasuk tenaga perawat harus memiliki izin. Oleh karena itu di
lapangan tenaga perawat tetap mengocu pada Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/IV/2001 tentang Registrasi dan Praktik
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Perawat dimana perawat yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan
juga memiliki surat izin kerja.
Permenkes Nomor 148 Tahun 2010 tersebut sedang dalam proses revisi

bersama dengan MTKI.

Kewenangan perawat sebagaimana diatur daiam Permenkes Nomor 148
Tahun 2010 ditetapkan sbb:

(1) Praktik keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok,

dan masyarakat.
(2) Praktik keperawatan tersebut dilaksanakar melalui kegiatan:
a. nelaksanaan asuhan keperawatan;

b. pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan, dan

pemberdayaan masyarakat; dan

c. pelaksanaan tindakan keperawatan kemplementer

(5) Tenaga kesehatan lainnya yang telah ditetapkan untuk memiliki surat izin
praktik/surat izin kerja telah dan telah ditetapkan peraturannya selain
perawat dan bidan adalah perawat gigi, fisioterapis, okupasi terapis,

terapis wicara, radiografer dan refraksionis optisien.

4) Pembinaan Praktik dan/atau Pekerjaan Keprofesian
Dalam RUU tentang Kesehatan perlu mengatur bahwa.
Dalam rangka terselenggaranya praktik dan/atau pekerjaan kepiofesian tenaga
kesehatan yang bermutu, dan dalam rangka perlindungan kepada masyarakat
periu dilakukan pembinaan terhadap tenaga kesehatan. Pembinaan dilakukan

oleh Menteri bersama-sama dengan organisasi profesi.

Dalam rangka pembinaan tersebut maka berbagai peraturan yang telah ada
yang mengatur praktik dan/atau pekerjaan keprofesian mensyaratkan adanya

rekomendasi organisasi profesi.
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5) Penegakan Disiplin Tenaga Kesehatan
Dalam RUU tentang Kesehatan perlu mengatur bahwa:
Untuk menyelenggarakan fungsi penegakan disiplin tenaga kesehatan dalam
penyelenggaraan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya, Menteri
menerima pengaduar, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin

tenaga kesehatan.

Dalam melaksanakan fungsi Menteri dapat memberikan sanksi disiplin berupa:
a) pemberian peringatan tertulis;

b) rekomendasi pencabutan STR atau surat izit: praktik; dan/atau

c) kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan

kesehatan.

Untuk dokter dan dokter gigi berdasarkan Undang Undang Nomor 29 Tahun
2009 telah dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang

mempunyai tugas:’

a. menerima pengaduan, memeriksa, dan meimutuskan kasus pelanggaran
disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan; dan
b. menyusun pcdoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin
dokter atau dokter gigi.
Sejalan dengan hal tersebut berkaitan dengan tenaga kesehatan dapat
dibentuk Majelis Kehormatan atau Komite Disiplin Tenaga Kesehatan Indonzsia
yang bertugas menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus
pelanggaran disiplin tenaga kesehatan yang diajukan. Dalam menerima
pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin MKDTKI
dapat membentuk panitia adhoc dari unsur organisasi profesi tenaga
kesehatan sesuai kebutuhan.

Menurut Black’s Law Dictionary discipline is instruction, comprehending
the communication of knowledge and training to chserve and act in accordance
with rules and orders. Correctiorn, chastisement, punishment, penalty .
Sedangkan menurut Bayles MD, Professional Ethics, 1981, discipline is
enforcement of professional norms, by sanctioning professionals for violation of

them. Pendisiplinan  dimulai dengan adanya pembuatan dan penerapan
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peraturan dan tata-tertib, pemantauan pelaksanaan peraturan dan tata-tertib
dan pemeriksaan kasus pelanggaran dan pemberian sanksi disiplin bagi
pelanggarnya. Prinsip penegakan disiplin “bad apple theory’ yaitu untuk
mengidentifikasi dokter dan dokter gigi berkinerja buruk dan menyingkirkan
yang berkineria buruk dari masyarakat karena penegakan disiplin utamanya
untuk melindungi pasien (Almatsier, Merdias, 2006). Melanggar standar profesi
dan standar pelayanan adalah domain disiplin profesi, tetapi pelanggaran ya
mengakibatkan kerugian/cidera (kelalaian) menjadi domain hukum (Sampurna,
Bud;, 2004). Sedangkan penegakan disiplin ditujukan untuk, ( Herkutanto,
2005):
a. Proteksi pasien yaitu mencegah terulangnya keiadian serupa.
b. Menjaga mutu yaitu memastikan dokter dan dokter gigi bekerja dalam batas

norma profesi yang baik ( professional standards).
c. Menrjaga kehormatan profesi meliputi :

1) altruisme, inengedepankan kepentingan pasien;

2) duty of care/ memelihara, kepedulian.

3) Pemantauan internal oleh kolega/sejawat

6.0rganisasi Profesi

Tenaga Kesehatan harus membentuk organisasi profesi sebagai wadah untuk
meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan,
martabat dan etika profesi Tenaga Kesehatan. Setiap jenis Tenaga Kesehatan
hanya dapat membentuk 1 (satu) organisasi profesi. Pembentukan organisasi

profesi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undarigan.

Berkaitan dengan tenaga kesehatan telah terdapat berbagai organisasi profesi
sebagai berikut: Dokter : IDI, Dokter gigi : PDGI, Apoteker: AAI, Tenaga teknis
kefarmasian, antara lain: PAFI, Tenaga kesehatan lingkungan/sanitarian :
HAKLI, Tenaga kesehatan masyarakat : IAKMI, Fisioterapis: IFI, Fisikawan
medis :IKAFMI, Elektromedis :IKATEMI, Terapis wicara :IKATWI, Perawat
anestesi :IPAI, Perawat :PPNI, Perawat gigi :PPGI, Bidan :IBI, Refraksionis
optisien :IROPIN, Ahli gizi :PERSAGI, Perekam medis dan Informasi kesehatan
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:PORMIKI, Teknisi gigi:PTGI, Okupasi Terapis :IOTI, Ortotis Prostetis :IOPI,
Radiografer :PARI.

. Tenaga Kesehatan Lulusan Luar Negeri Dan Tenaga Kesehatan Warga

Negara Asing
Dalam RUU tentang Tenaga Kesehatan perlu diatur sebagai berikut:

Tenaga Kesehatan Warga Negare Indonesia lulusan luar negeri yang akan
melakukan Upaya Kesehatan di Indonesia harus memenuhi persyaratan

sertifikasi, registrasi, dan perizinan.
Sertifikasi Tenaga Kesehatan dilakukan melalui evaluasi penilaian terhadap:
1)  keabsahan ijazah; dan

2) kemampuan untuk menjalankan pekerjaan keprofesiannya yang

dinyatakan dengan Sertifikat Kompetensi setelah dilakukan uji kompetensi.

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi, Registrasi, dan perizinan Tenaga Kesehatan
lulusan luar negeri dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat mendayagunakan Tenaga Kesehatan warga
negara asing sesuai dengan persyaratan. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

warga negara asing dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. alih teknologi dan ilmu pengetahuan; dan
b. ketersediaan Tenaga Kesehatan setempat.

Tenaga Kesehatan warga negara asing yang akan menjalankan praktik dan/atau
pekerjaan keprofesiannya harus mengikuti evaluasi, sertifikasi dan uji
kompetensi. Selain memenuhi persyaratan Tenaga Kesehatan warga negara
asing wajib memiliki STR dan SIP atau SIK.

Selain ketentuan tersebut Tenaga Kesehatan warga negara asing harus
memenuhi persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Berkaitan dengan tenaga kesehatan lulusan luar negeri dan tenaga kesehatan

asing selama ini diatur sebagai berikut:
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Pasal 30 dan pasal 31 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2012 tentang

Praktik Kedokteran mengatur sbb:

(1)

(2)

3

)

(7)

Dokter dan dokier gigi lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik

kedokteran di Indonresia harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi meliputi:

a. kesahan ijazah;

b. kemampuan untuk melakukan praktik kedokteran yang dinyatakan
dengan surat keterangan telahi mengikuti program adaptasi dan
sertifikat kompetensi;

c. mempunyai surat pernyataan ielah mengucapkan sumpah/janji dokter
atau dokter gigi;

d. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan

e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan

etika profesi.

Dokter dan dokter gigi warga negara asing selain memenuhi ketentuan
tersebut juga harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia.
Surat tanda registrasi sementara dapat diberikan kepada dokter dan dokter
gigi warga negara acing yang melakukan kegiatan dalam rangka
pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang
kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia.
Surat tanda registrasi sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

Surat tanda registrasi sementara dapat diberikan kepada dokter dan dokter
gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka
pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang
kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di Indonesia.
Surat tanda registrasi bersyarat diberikan kepada peserta program
pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis warga negara asing

yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia.



(8) Dokter atau dokter gigi warga negara asing yang akan memberikan
pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan
teknologi untuk waktu tertentu, tidak memerlukan surat tanda registrasi

bersyarat.

Dalam  Peraturan Menteri Kesshatan Republik Indonesia  Nomor
2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Fraktik
Kedokteran ditetapkan sebagi berikut:
a. Dokter Dan Dokter Gigi Warge Negara Asing Dapat Diberikan SIP sepanjang
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
b. Selain persyaratan tersebut Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing
juga harus :
1) telah dilakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal
sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2) mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia yang dibuktikan dengan
bukti lulus Bahasa Indonesia dari Pusat Bahasa Indonesia.

c. Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing hanya dapat bekeria atas
permintaan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu daiam ruang lingkup:
1) pemberi pelatinan dalam rangka alin ilmu pengetahuan dan
teknologi; dan

2)  pemberi pelayanan.

d.Dokter dan Dokter Gigi warga negara asing dilarang berpraktik secara

mandiri.

e. Larangan tersebut dikecualikan untuk pemberian pertolongan pada bencana
atas izin pihak yang berwenang.

f. Kriteria dan Persyaratan dckter dan dokter gigi warga negara asing,
persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan pengguna dokter dan dokter gigi
warga negara asing, dan tata cara permohonan pendayagunaan dokter dan
dokter gigi warga negara asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.




g. Sertifikasi, Registrasi, dan Perizinan bagi dokter dan dokter gigi warga negara

asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor
317 /Menkes/Per/1ii/2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga
Kesehatan Warga Negara Asing Di Indonesia,

Selain ketentuan tenaga kesehatan asina vang diatur berdasarkan UU Praktik
Kedokteran, ketentuan peraturan ini mengatur tenaga kesehatan warga negara
asing (TK-WNA) sebagai berikut:

1)  Pendayagunaan TK-WNA dipertimbangkan sepanjang terdapat hubungan
bilateral antara Negara Republik Indonesia dengan Negara asal TK-WNA
yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan adanya hubungan diplomatik
dengan Indonesia. )

2) TK-WNA hanya dapat bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu
atas permintaan pengguna TK-WNA kecuali pada pemberian pertolongan
pada bencana atas izin pihak yang berwenang.

3)  TK-WNA dilarang berpraktik secara mandiii, termasuk dalam rangka kerja
sosial.

4)  TK-WNA dilarang menduduki jabatan personalia dan jabatan tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5)  TK-WNA dilarang melaksanakan tugas dan pekerjaan yang tidak sesuai
dengan keahlian, jabatan, fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat atau
wilayah kerja yang telah ditentukan dalam IMTA

6) Bidang pekerjaan yang dapat ditempati TK-WNA meliputi: Pemberi
pelatihan dalam rangka alih teknologi dan ilmu pengetzhuan, dan
Pemberi pelayanan. TK-WNA Pemberi Pelayanan harus memiliki STR yang
dikeluarkan oieh KKI untuk dokter dan dokter gigi atau oleh MTKI untuk
tenaga kesehatan lain serta memiliki Surat Izin Praktik (SIP). TK-WNA
Pemberi Pelayanan berkualifikasi minimal dokter spesialis dan atau dokter
gigi spesialis atau yang setara, serta S1 bagi tenaga kesehatan lainnya.
TK-WNA Pemberi Pelayanan hanya dapat bekerja di Rumah Sakit Kelas A
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dan Kelas B yang telah terakreditasi serta fasilitas pelayanan kesehatan

tertentu yang ditetapkan oleh Menteri. TK-WNA Pemberi Pelatihan

berkualifikasi minimal dokter subspesialis atau konsultan, dokter gigi

subspesialis atau konsultan atau yang setara, serta S2 bagi tenaga

kesehatan lainnya.

7) Fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menggunakan TK-WNA harus
memiiiki RPTKA dan IMTA
8) Untuk mendapatkan rekomendasi RPTKA fasilitas pelayanan kesehatan

mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan :

a.
b.

@ ™o o

Akte badan hukum;

Sertifikat akreditasi bagi Rumah Sakit;

surat izin operasional tetap minimal telah berjalan 2 (dua) tahun bagi
fasilitas pelayanan kesehatan tertentu;

surat keterangan domisili;

bagan struktur organisasi;

surat bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku;dan

surat keterangan memenuhi kesehatan lingkungan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan

9) Untuk mendapatkan Rekomendasi IMTA, fasilitas pelayanan kesehatan

mengajukan permchonan secara teitulis dengan melampirkan:

a.
b.

sertifikat kompetensi dari negara asal;

Surat Tanda Registrasi atau surat keterangan telah teregristrasi
sebagai tenaga kesehatan dari Instansi yang berwenang di bidang
kesehatan di negara asal;

fotocopy ijasah pendidikan tenaga kesehatan yang diakui oleh negara
asal;

surat pernyataan telah mengucapkan sumgah atau janji profesi;

surat keterangan sehat fisik dan mental dari negara asal;

surat keterangan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun

sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;
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surat rekomendasi (fetter of performance) dari Instansi yang
berwenang di bidang kesehatan di negara asal;

surat keterangan berkelakuan baik dari instansi yang berwenang di
negara asal;

surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran etk dari
organisasi profesi negara asal,

surat izin praktik dari negara asal yang masih berlaku;

surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan,
sumpah profesi kesehatan, dan kode etik profesi kesehatan yang
beilaku di Indonesia;

surat pernyataaan bersedia meiakukan alih teknologi dan ilmu
pengetahuan kepada tenaga kesehatan Warga Negara Indonesia
khususnya tenaga pendamping;

surat pernyataan dari fasilitas pelayanan kesehatan ci Indonesia
dengan menunjukkain bukti bersedia dan mampu menanggung biaya
hidup minimal untuk jangka waktu 2 (dua) tahun di indonesia;

mampu berbahasa Indonesia dengan baik yang dibuktikan dengan
sertifikat bahasa indenesia dari lembaga yg ditunjuk oleh pemerintah:
surat pernyataan bersedia melakukan evaluasi bagi TK-WNA Pemberi
Peiayanan; .

surat persetujuan (letter of acceptance) dari kolegium terkait di
Indonesiz;

fotocopy keputusan pengesahan RPTKA yang masih beriaku;

daftar riwayat hidup calon TK-WNA; dan

fotocopy paspor calon TK-WNA.

8. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kesehatan
Dalam RUU tentang Tenaga Kesehatan perlu diatur sbb:
Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik can/atau

keprofesiannya berhak:

pekerjaan




2)

3)

4)

5)

6)
7)

memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai
dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur

Operasional;

memberikan peiayanan kesehatan sesuai Standar Profesi, Standar

Pelayanan Profesi dan Standar Prosedur Operasional;

memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan

Kesehatan atau keluarganya;

menerima imbalan jasa;

memperoiel:  perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja,
perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral,
kesusiiaan, serta nilai-nilai agama;

mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya; dan

atas hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundarg-undangan.

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan

eprofesiannya wajib:

1)

e
—

3)
4)

memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar
Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasicnal, etika profesi serta
k=butuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan,

memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau
keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;

menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;

membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang
pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan; dan

merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang

mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Kewajiban sebagaimana dimaksud angka 2) dan 4) hanya berlaku bagi

Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan.
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Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik dan/atau  pekerjaan
keprofesiannya pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan
pertolongan pertama kepada Penerima Pelayanan Kesehatan dalam keadaan
gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan
penceganan kecacatan. Tenaga Kesehatan) dilarang menolak Penerima
Pelayanan Keseihatan dan/atau meminta uang muka teriebih dahulu.

Selain dari pada hak dan kewajiban dokter dan dokter gigi yang diatur dalam
Undang Undang Praktik Kedokieran, daini FP Nomor 32 Tahun 1996 tentanyg

Tenaga Kesenatan diatur kewajiban tenaga kesehatan sbb:

1) Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang
kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan.

2) Setiap teraga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk
mematuhi standar profesi tenaga kesehatan

3) Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas
profesinya berkewajiban untuk :

a. menghormati hak pasien;
0. menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien;

c. memberikan infomasi yana berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang

akan dilakukan;
d. meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan;

e. membuat dan memelihara rekam medis. ,

Hak tenaga kesehatan diatur antara lain sebagai berikut:
1) Memperoleh perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang
melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.
2) Menerima imbalan jasa
3) Menjalankan pekerjaannya sesuai dengan standar profesinya

4) Mendapat pembinaan karier, disiplin dan teknis profesi tenaga kesehatan.
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Selain itu berbagai peraturan menteri yang mengatur registrasi dan praktik
tenaga kesehatan juga mengatur kewajiban masing masing tenaga kesehatan

tersebut.

9.Penyelenggaraan Keprofesian
Tenaga Kesehatan bertanggung jawab untuk:
1)  mengabdikan diri sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki;
2) memelihara dan meningkatkan Kompetensi;
3) bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi;
4) mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau
kelormpok; dan

5) melakukan kendali mutu pelayanan dan kendali biaya dalam

menyelenggarakan upaya kesehatan.

Dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya, Tenaga
Kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada Penerima Pelayanan
Kesehatan, harus melaksanakan upaya terbaik untuk kepentingan Penerima
Peiayanan Kesehatan dengan tidak menjanjikan hasil.

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan
keprofesiannya harus sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada

Kompetensi yang dimilikinya.

Jenis Tenaga Kesehatan tertentu yang memiliki lebih dari satu jenjang
pendidikan memiliki kewenangan profesi sesuai dengan lingkup dan tingkat
Kompetensi. Dalam keadaan tertentu Tenaga Kesehatan dapat memberikan
pelayanan di luar kewenangannya. Setiap Tenaga Kesehatan dilarang
memberikan pelayanan kesehatan perseorangan dengan menggunakan metode
atau tata cara pengobatan nonkonvensional dan belum ditetapkan sebagai

metode pengobatan komplemsanter-alternatif oleh Menteri.
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a. Delegasi Tindakan

Dalam RUU tentang Tenaga Kesehatan diatur sbb :

Dalam melakukan pelayanan kesehatan, Tenaga Kesehatan dapat menerima
pendelegasian tindakan medis dari tenaga medis.-Dalam melakukan pekerjaan
kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian dapat menerima pendelegasian

pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker.
Pendelegasian tindakan dilakukan dengan ketentuan:

1) tindakan yang didelegasikan termasuk dalam kemampuan dan

keterampilan yang telah dimiliki cleh penerima delegasi;

2) pelaksanaan tindakan yang didelegasikan tetap dibawah pengawasan
pemberi delegasi,

3) pemberi delegasi tetap bertanggung jawab atas tindakan yang
didelegasikan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan delegasi

yang diberikan; dan

4) tindakan yang didelegasikan tidak termasuk pengambilan keputusan

sebagai dasar pelaksanaan tindakan.

Mengenai delegasi tindakan ini saat ini sudah diatur dalam Permenkes Nomor
2052 Tahun 2011 dalam pasal 23 sbb:

1) Dekter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpahan suatu tindakan
kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenaga
kesehatan tertentu lainiya secara tertulis dalam melaksanakan tindakan
kedokteran atau kedckteran gigi.

2) Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan di mana terdapat kebutuhan
pelayanan yang melebihi ketersediaan dokter atau dokter gigi di fasilitas
pelayanan tersebut.

3) Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan ketentuan:

a) tindakan vyang dilimpahkan termasuk dalam kemampuan dan
keterampilan yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan;
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b) pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bawah pengawasan
pemberi pelimpahan;

c) pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atas tindakan yang
dilimpahkan sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelimpahan
yang diberikan;

d) tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengamibil keputusan klinis
sebagai dasar pelaksanasn tindakan; dan

e) tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus menerus

b. Standar Proiesi, Standar Pelayanan Profesi dan Standar Prosedur

Operasional
Dalam RUU tentang Tenaga Kesehatan perlu diatur:

Setiap Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan
keprofesiannya berkewajiban untuk mematuhi Standar Profesi, Standar
Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Standar Profesi dan
Standar Pelayanan Profesi untuk masing-masing jenis Tenaga Kesehatan
ditetapkan oleh organisasi profesi bidang kesehatan dan disahkan oleh Menteri.

Standar Pelayanan Profesi yang berlaku universa! ditetapkan dengan Peraturan
Menteri. Standar Prosedur Operasional ditetapkain oleh Fasilitas Pelayanan
Kesehatan.Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik danjatau pekerjaan
keprofesiannya dapat melakukan penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Perelitian dan pengembangan ditujukan untuk menghasilkan informasi
kesehatan, teknologi, produk teknologi dan teknologi informasi kesehatan untuk
mendukung pembangunan kesehatan. Penelitian dan pengembangan
kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Beberapa standar profesi telah ditetapkan oleh organisasi profesi
yang bersangkutan, terkait standar pelayanan profesi telah ditetapkan standar
pelayanan kedokteran dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1438/Menkes/Per/IX/2010.
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c. Persetujuan Tindakan Tenaga Kesehatan
Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh Tenaga

Kesehatan harus mendapat persetujuan.
Persetujuan diberikan setelah mendapat penjelasan secara cukup dan patut.
Penjelasan sekurang-kurangnya mencakup:

1) tata cara tinaakan pelayanan;

2) tujuan tindakan pelayanan yang dilakukan;

3) alternatif tindakan lain;

4) risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan

5) prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Persctujuan dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan. Setiap tindakar.
Tenaga Kesehatan yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan
persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan
persetujuan. Pelayanan kesehatan masyarakat harus ditujukan untuk
kepentingan masyarakat dan tidak melanggar hak asasi manusia. Pelayanan
kesehatan masyarakat yang merupakan program Pemerintah tidak memerlukan
persetujuan tindakan. Pelayanan kesehatan tetap harus diinformasikan kepada

masyarakat Penerima Pelayanan Kesehatan tersebut.

Berdasarkan Undang Undang tentang Praktik Kedokteran telah ditetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
290/Menkes/Per/111/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Sejalan dengan hal tersebut dalam PP Nomor 32 Tahun 1996 pasal 22
ditetapkan bahwa tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas
profesinya berkewajiban untuk meminta persetujuan terhadap tindakan yang

akan dilakukan.

d.Rekam Medis
Setiap Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan

perseorangan wajib membuat rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan.
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Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan harus segera dilengkapi setelah

Penerima Pelayanan Kesehatan selesai menerima pelayanan kesehatan.

Setiap rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan harus dibubuhi nama,
waktu, dan tanda tangan atau paraf Tenaga Kesehatan yang memberikan
pelayanan atau tindakan. Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan harus
disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Tenaga Kesehatan dan pimpinan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak
melaksanakan ketentuan mengenai rekam medis Penerima Pelayanan
Keschatan dikenai sanksi administratif dan/atau disiplin. Rekam medis Penerima
Peiayanan Kesehatan merupakan milik Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Dalam
hai dibutuhkan Penerima Pelayaran Kesehatan dapat meminta resume rekam

medis kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan Undang Undang tentang Praktik- Kedokteran telah ditetapkan
Peraturan = Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
269/Menkes/Per/111/2008 Tentang Rekam Medis

Sejalan dengan hal tersebut dalam PP Nomor 32 Tahun 1996 pasai 22
ditetapkan bahwa tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas

profesinya berkewajiban untuk membuat dan memelihara rekam medis.

e.Rahasia Kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan
Setiap Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan wajib
menyimpan rahasia kesehatan Panerima Pelayanan Kesehatan.
Rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan dapat dibuka hanva untuk
kepentingan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan, memenuhi permintaan
aparatur penegak hukum untuk kepentingan pada saat sidang pengadilan,
permintaan Penerima Pelayanan Kesehatan sendiri, ataut berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-uncangan.

Berkaitan dengan rahasia kedokteran juga diatur dalam Undang Undang Nomor
29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Wajib simpan rahasia kedokteran juga diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1966
tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran yang mengatur sbb:

86




-

-

1) Yang wajib menyimpan rahasia kedokteran adalah tenaga kesehatan dan
mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dalam lapangan
pemeriksaan, pengobatan dan/atu perawatan dan orang lain yang
ditetapkan oleh Menkes

2) Rahasia kedokteran adalah segala sesuatu yang diketahui oleh orang
orang tersebut pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam
lapangan kedokteran.

PP tersebut belum dicabut meskipun materinya sudah diatur daiam UU Praktik

Kedokteran, karena dalam PP tersebut juga mengatur mahasiswa kedokteran.

Dalam pasal 57 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatai juca

mengatur sbb:

1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah

dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.

2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan piibadi
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hai:

a) perintah undang-undang;

b) perintah pengadilan;

c) izin yang bersangKutan;

d) kepentingan masyarakat; atau
e) kepentingan orang tersebut

f.Perlindungan Bagi Tenaga Kesehatan dan Penerima Pelayananan
Kesehatan

Dalam RUU tentang Tenaga Kesehatan perlu diatur:

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengizinkan Tenaga
kesehatan yang tidak memiliki STR dan izin untuk menjalankan praktik atau
pekerjaan keprofesiannya di Fasilitas Pelayanan Keseiiatan.

Tenaga Kesehatan dalam menjalenkan praktik dan/atau  pekerjaan
keprofesiannya berhak mendapatkan pelindungan hukum sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pimpinan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan dalam meningkatkan dan menjaga mutu pemberian pelayanan
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) kesehatan dapat membentuk komite atau panitia atau tim untuk kelompok
| ) Tenaga Kesehatan di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Hal tersebut juga sudah diatui dalam PP Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan, pasal 24 bahwa perlindungan hukum diberikan kepada tenaga

kesehatan yang melakukan tugacnya sesuai dengan standar profesi tenaga

kesehatan.
)
) Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahar atau

kelaialan Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Tenaga Kesehatan diduga nielakukan kelalaian dalam menjalankan

) profesinya yang menyebabkan kerugian kepada pasien, perselisihan yang timbul
Y akibat kelalaian tersebut harus diselecaikan terlebih dahulu  melalui
)  mediasi.Mediasi tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan

tenaga kesenatan yang diduga melakukan tindak pidana sesuai ketentuan

‘ ) 10.Penyelesaian Perselisihan
peraturan perundang-undangan. Penyelesaian perselisinan antara Tenaga
|
I
|

}

Kesehatan dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan
’ peraturan perundarg-undangan.
) Hal tarsebut juga sudah diatur daiam PP Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
'3 Kesehatan, pasal 23 bahwa:
: Pasien berhak atas ganti rugi apabila dalam pelayanan kesehatan yang
} diberikan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
b mengakibatkan terganggunya kesehatan, cacat, atau kematian yang terjadi
) karena kesalahan atau kelalaian. Ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Pasal 1365 KUH Perdata yang berbtinyi:

"Setiap tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan

kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut.
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11.Pendanaan

Dalam pasal 170 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

dalam bab Pembiayaan Kesehatan, diatur sebagai berikut :

a. Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan
yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara
adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk
menjamin terseienggaranya pembangunan kesehatan agar' meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.

b. Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiii atas sumber pembiayaan, alckasi, dan pernanfaatan.

c. Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah,

masyarakat, swasta dan sumber lain.

Perlu pengaturan pendanaan daiam RUU tentang Tenaga Kesehatan. Pendanaan
tersebut juga harus disesuaikan dengan UU SISN dan UU BPJS terkait dengan
pembiayaan bagi 4 pilar pengaturan tenaga kesehatan.

12.Penibinaan Dan Pengawasan

Pemerintah, pemerintan  provinsi, pemerintah kabupaten/kcta  sesuai
kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan
dengan melibatkan organisasi profesi bidang kesehatan.

Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk:

1) meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan Tenaga

Keschatan;

2) meiindungi Penerima Pelayanan Kesehatan dan masyarakat atas tindakan

yang dilakukan Tenaga Kesehatan;
3) memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Tcnaga Kesehatan.

Setian orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk identitas
lain seolah-olah yang bersangkutan merupakan Tenaga Kesehatan yang

kompeten dan berwenang dan memberikan pelayanan kesehatan.
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Dalam rangka pengawasan, Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota dapat mengenakan sanksi administratif terhadap setiap Tenaga

Kesehatan yang tidak melaksanakan/melanggar ketentuan :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik dan/atau pekerjaan

keprofesiannya wajib memiliki STR.

Setiap Tenaga Kesehatan yang menjaiankan praktik dan/atau pekerjaan
keprofesiannya di bidang pelayanan kesehatan perseorangan wajib
memiliki izin.

Tenaga Kesehatan yang menjaiankan praktik perseorangan wajib memiliki

SIP dan memasang papan nama praktik.
Tenaga Kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri yang akan

melakukan Upaya Kesehatan di Indonesia harus meme_nuhi persyaratan

sertifikasi, registrasi, dan perizinan.

Tenaga Kesehatan warga negara asing yang akan menjalankan praktik
dan/atau pekerjaan keprofesiannya harus mengikuti avaluasi, sertifikasi
dan uji kompetensi.

Tenaga Kesehatan warga negara asing wajib memiliki STR dan SIP atau
SIK.

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan
keprofesiannya wajib:

a) memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi,
Standar Pelayanan Profesi, Standai Prosedur Operasional, etika profesi

serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;

b) memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau

keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
¢) menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;

d) membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang

pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan; dan
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e) merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain
yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

8) Tenaga Kesehatan dilarang menolak Penerima Pelayanan Keschatan
dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.

9) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan
keprofesiannya harus sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada
Kompeiensi yang dimilikinya.

10) Setiap Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan
keprofesiannya berkewajiban untuk mematuhi Standar Profesi, Standar
Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.

11)  Setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan yang dilakukan oleh
Tenaga Kesehatan harus mendapat persetujuan.

12) Setiap Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan
perseorangan wajio membuat rekam medis Penerima Pelayanan
Kesehatan.

13) Setiap Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan
waiio menyimpan rahasia kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan.

Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dapat
mengenakan sanksi administratif terhadap setiap Fasilitas Peilayanan Kesehatan

yang tidak melaksanakan ketentuan:

1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau kepala daerah yang
membawahi Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mempertimbangkan
pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lokasi, serta
keamanan dan keselamatan keria Tenaga Kesehatan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2) Selain memenuhi persyaratan Tenaga Kesehatan warga negara asing wajit
memiliki STR dan SIP atau SIK.

3) Rekam medis Penerima Pelayanan Kesehatan harus disimpan dan dijaga
kerahasiaannya oleh Tenaga Kesehatan dan pimpinan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan
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4) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengizinkan Tenaga
Kesehatan yang tidak memiliki STR dan izin untuk menjalankan praktik

atau pekerjaan keprofesiannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Sanksi administratif dapat berupa:
1) teguran lisan;
2) teguran tertulis; dan/atau
3) denda dan/atau pencabutan izin.

Sanksi administratif terhadap Tenaga Kesehatan dan fasilitas pelayanan
kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

23.Ketentuan Pidana
1.) Tenaga Kesehatan
Dalam RUU tentang Tenaga Kesehatan, perlu diatur sanksi pidana sebagai
berikut:

k. Setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja menjalankan praktik
dan/atau keprofesiannya tanpa memiliki STR, dipidana dengan pidana
- denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

€. Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja
rnemberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki STR, dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

d. Setian Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik dan/atau pekerjaan
keprofesiannya tanpa memiliki izin, dipidana dengan pidana denda paling
banyak Rp10.000.00C,00 (sepuluh juta rupiah).

8 Setiap Tenaga Kesehatan warga negara asing yang dengan sengaja
memberikan pelayanan kesehatan tanpa memiliki SIP atau SIK, dipidana
dengan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
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Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima

puluh juta rupiah), setiap Tenaga Kesehatan yang dengan sengaja:

a.

menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya tidak mematuti
Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi dan Standar Prosedur
Operasional, sehingga menyebabkan cedera atau kematian pada Penerima

Pelayanan Kesehatan; atau

memberikan pelayanan kesehatan dengan menggunakan metode atau tata
cara pengobaran nonkonvensicnal yang belum ditetapkan sebagai metode

penaobatan komglementer -alternatif;

Dipidana dengan pidana denda paling banyak-Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah), setiap Tenaga Kesehatan yang:

a.

dengan sengaja tidak merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga
Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang
sesuai urtuk menangani permasalahan kesehatan Penerima Pelayanan

Keszhatan,

dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama kepada Penerima
Pelayanan Kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada

bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan,

melakukan  tindakan pelayanan kesehatan perseorangan tanpa

memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan, atau

dengan sengaja membuka rahasia kesehatan Penerima Pelayanan
Kesehatan tanpa alasan yang sah,

2) Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan

Setiap orang yang dengan sengaia menggunakan identitas berupa gelar atau

bentuk identitas lain seoiah-olah yang beisangkutan merupakar Tenaga

Kesehatan yang kompeten dan berwenang dan memberikan pelayanan

kesehatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau

denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
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3) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

a. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dengan sengaja
mempekerjakan Tenaga Kesehatan tanpa STR dan izin, dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Dalam hal tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, maka pidana
vang dijatuhkan adaleh pidana denda di atas ditambah sepertiga atau
dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan !zin Fasilitas Pelayanan

Kesehatan.

Sistem Pemidanaan di Indonesia

L.H.. Hullsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan -(the
sentencing svstem) adalah aturan perundang-undangan vang berhubungan
dengan sanksi dan pemidanaan (the statutory rules relating to penal sanction
and punishment). Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan
dgiartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana
oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup
keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum
pidana itu ditegakkan atau dioperasionaikan secara konkret sehingga seseorang
dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan
mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum
Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.
Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bertolak dari pengertian di atas,
maka apabila aturan aturan perundang-undangan (the sta‘utory rules) dibatasi
pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan
bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun
aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan
satu kesatuan sistem pemidanaan.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (statutory rufes) di bidang hukum

pidara substantif tersebut terdiii dari aturan umum (genera/ rules) dan aturan
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khusus (special rules). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan
aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam
Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya
memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan
khusus yang menyimpang dari aturan umum. Ketentuan pidana yang tercantum
dalam semua Undang-Undang Khusus di luar KUHP merupakan bagian khusus
(sub sistem) dari kescluruhan sistem pemidanaan. Dengan demikian, sistem
pemidanaan dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP harus terintegrasi
dalam (konsisten dengan) aturan umum (general rules). Namun, dalam
Undang-Undang Khusus di luar KUHP tersebut dapat membuat aturan khusus
yang menyimpang atau berbeda dengan aturan umum. Dalam hukum pidana di
Indonesia, sistemn pemidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga)
permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (strafsoor), lamanya ancaman pidana
(strafmaat), dan pelaksanaan pidana (srfaf}hodus).

a. Jenis pidana (strafsoort)

Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri

dari :

1) Pidana pokok berupa : - Pidana mati ; - Pidana penjara ; - Pidana
kurungan ; - Pidana denda ; - Pidana tutupan.

2) Pidana tambahan berupa : - Pencabutan beberapa hzak tertentu ; -
Perampasan barang-barang tertentu ; - Pengumuman putusan hakim.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal i0 KUHP, Indonesia hanya

mengenal pidana pokok dan pidana tambahan.

b. Lamanya Ancaman Pidana (strafmaat)

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara aiternatif diancamkan pada
perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan
satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim
bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau
jumiah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman.
Dalam batas-batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk

menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan
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hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-
wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif.

Hal tersebut senada dengan pendapat Leo Polak yang mengemukakan bahwa
salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus
seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya
delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil. Kemudian
berkaitan dengan tujuan diadekannya batas maksimum dan minimum acalah
untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan
bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan
cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan
serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau
kecerdasannya.

KUHP di Indonesia hanya mengenal maksimum umum dan maksimum khusus
serta m?nir;ium umum. Ketentuan maksimum bagi penjara adalah 15 (iima
belas) tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 (satu) tahun, dan '
maksimium Khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan
pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya. Adapun pidana
penjara dan pidana kurungan, ketentuan minimumnya adalah satu hari. Dalam
undang-undang juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat mienambah
dan mengurangi pidana. Keadan yang dapat mengurangi pidana adalah
percobaan dan pembantuan, dan terhadap dua hal ini, pidana yang diancamkan
adalah maksimum pidana atas perbuzatan pidana pokoknya dikurangi seperiga,
seperti ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 KUHP.

Pasal 53 ayat (2) KUHP berbunyi “Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan
dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”. Sedangkan Pasal 57 ayat (1) KUHP
berbunyi "Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan,
dikurangi sepertiga”. Disamping ketentuan yang meringankan juga diatur
tentang keadaankeadaan yang dapat menambah atau memperberat pidana,
yaitu perbarengan, recidive serta pegawai negeri. Dalam hal pidana penjara
dapat ditambah menjadi maksimum 20 tahun, pidana kurungan menjadi

maksimum 1 tahun 4 bulan dan pidana kurungan pengganti menjadi 8 bulan.
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c. Pelaksanaan Pidana (strafmodus)

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang
dinamakan pedoman peinidanaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus
suatu perkara diberi kebebasan memilin jenis pidana (strafsoor) yang
dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di
dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya
nidana (strarmaat) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-

undang hanya maksimum dan minimum pidana.

d. Perkembangan Teori-Teori tentang Tujuan Pemidanaan.
Perkembangan teori-teori tentang tujuan pemidanaan berkembang seiring
dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang
mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya
tujuan pidana dan pemidanaan dapat diiihat dari berbagai teori-teori
pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut: '

1) Teori Absolut / Retributive (Retributism)

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mautlak harus dijatuhkan
terhadap adanya suaiu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal
kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan. Teori
retributivisme mencari pendasaran hukuman dengan memandang ke masa
lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah
dilakukan.

Menurut teori ini, hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima
hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi

kerugian yang sudah diakibatkan.

2)Teori Relatif/ Teleologis ( Teleolcgical Theory)

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntuan absolut dari
keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai
sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J. Andenaes
menganggap teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat”

(the theory of social defence). Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya
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pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang
membuat kejahatan (guia peccatum esf), melainkan supaya orang jangan

melakukan kejahatan (nepeccatur).

Selanjutnya dikemukakan juga olen Muladi mengenai Nigel Walker yang
berpendapat bahwa bahwa teori ini !ebih tepat disebut sebagai teori atau aliran
reduktif (the reductive point of view), karena dasar pembenaran menurut tecii
ini adalah untuk mengurangi frekwensi kejahatan. Denaan demikian pidana
bukanlah sekedar untuk inelakukan pembalasan atau pengimbalan kepada
orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-
tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori relatif ini sering disebut
juga teori tujuan (utilitarian theory). Désar pembenaran dari teori ini adalah
adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang
mcembuat kejahatan (guwia peccatum est), melainkan supaya orang jangan
meiakukan kejahatan (nepeccatur). Berdasarkan tujuan pidana yang
dimaksudkan untuk pencegahan kejahatan ini, selanjutnya dihedakan dalam
prevensi khusus yang ditujukan terhadap terpidana dan prevensi umum yang
ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya.
Van Hamme/ menunjukkan prevensi khusus suatu pidana ialah sebagai berikut :
a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah
penjahat yang mempunyai kesempatan, untuk tidak melaksanakan niat
buruknya.
b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin
diperbaiki.
Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah memmpertahankan tata cara
tertib Hukum

3) Teori Retributive Teleologis (Teleolcgical Retributivist) | Teori
Gabungan
Di samping pembagian secara tradisional terhadap teori-teori pemidanaan

seperti yang dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, terdapat
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lagi teori ketiga yang merupakan gabungan. Menurut Andi Hamzah, teori
gabungan ini bervariasi juga. Ada yang menitikberatkan pembalasan dan ada
pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur
prevensi. Van Bemmelen merupakan salah satu tokoh dari penganut teori
gabungan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan Andi Hamzah
mengatakan : “Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan
masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tjuan. Jadi
pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan
terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.”

Palam ha! teori gabungan yang menginginkan supaya unsur pembalasan
seimbang Gengan unsur prevensi, maka Andi Hamzah mengemukakan bahwa
tecri ini tidak boleh lebih herat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga
tidak boleh iebih besar daripada yang seharusnya. Selanjutnya diketengahkan
juga oleh beliau, bahwa teori ini sejajar dengan tcori Thomas Aquino yang
mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang
pidana khususnya.

Menurut Muladi, terdapat beberapa penulis-penulis lain yang berpendirian
bahwa pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan yaitu pembalasan,
prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Mereka adalah Binding,
Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling.

Dengan demikian, pada umumnya para penganut teori gabungan mempunyai
paham bahwa dalam suatu pidana terkandung unsur pembalasan dan unsur
periindungan masyarakat. Adapun titik berat maupun keseimbangan di antara
kedua unsur tersebut tergantung dari masing-masing sudut pandang penganut
teori gabungan ini. Di samping itu, menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan
bersifat p/ural (umum), karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis
(prinsip-prinsip  wtilitarian) dan prinsip-prinsip retributivist di dalam satu

kesatuan sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran infegrative.
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14. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau
hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang tertujuan
untuk:

a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;

b. menjamin kepastian hukum;

c. membeiikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak

d. perubahan ketcntuan Peraturan Perundang-undangan; dan

e. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara

Dalam RUU tentang Tenaga Kesehatan diatur ketentuan peralihan sebagai
berikut:
(1) Bukti Registrasi dan perizinan Tenaga Kesehatan yang telah dimiliki oleh
Tenaga Kesehatan, pada saat berlakunya Undang-Undana ini, dinyatakan
masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

(2) Tenaga Kesehatan yang belum memiliki bukti Registrasi dan perizinan
wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 2
(dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

(3) Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan menengah, Diploma I dan Diploma
II yang telah memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 15 (lima
belas) tahun sebelum ditetapkannya Undang-Undang ini, dapat diberikan
kewenangan untuk menjalankan pekerjaan atau praktik sebagai Tenaga
Kesehatan.

(4) Kewenangan tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan
mendapatkan STR Tenaga Kesehatan.

(5) Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan menengah, Diploma I dan Diploma
IT yang telah memiliki nengalaman kerja kurang dari 15 (lima belas)
tahun sebelum ditetapkannya Undang-Undang ini, dapat diberikan
kewenangan untuk menjalankan pekerjaan sebagai asisten Tenaga

Kesehatan,
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15. Ketentuan Penutup

Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan
Perundang-undangan;

b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;

C. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan

d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan

1) Pemberlakuan
Pada saat Undang-Undang iri mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai Tenaga Kesehatan dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.

2) Pencabutan

Sesuai dengan ketentuan dalam Undana Undang Nomor 12 Tahun 2011, jika
ada Peraturan Perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan
diganti dengan Peratuian Perundang-undangan baru, Peraturan Perundang-
undangan yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Perundang-
undangan yang tidak diperlukan itu. Peraturan Perundang-undangan hanya
dapat cicabut melalui Peraturan Perindang-undangan yang setingkat atau
lebih tinggi. Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang
tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundangundangan yang
iebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau
sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang
dicabut itu. RUU tentang Tenaga Kesehatan ini mencabut PP Nomor 32
Tahun 1996 karena RUU ini sudah menampung materi yang daitur dalam PP
Nomor 32 Tahun 1996 , disebutkan sbb:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3637) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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BAB VI
PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada
Bagian Kesatu Tenaya Kesehatan Pasal 21 ayat (3), ketentuan mengenai
fenaga kesehatan perlu diatur dengan Undang-undang. Tenaga
kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang
kesehatan serta memiliki nengetahuan dan/atau keterampilan melalu
pendidikan tinggi di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu

memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

2. Bahwa ailihat dari sisi urgensinya terutania dikait<an dengan amanat dari
UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan dengan bertambahnya
tenaga kesehatan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknoloci,
maka perlu diaturnva ketentuan yang mengatur mengenai tenaga
kesehatan secara keseluruhan. Hal ini dilakukan agar ada pengaturan

yang sama antara tenaga kesehatan yang satu dengan yang lainnya.

3. Pengaturan tenaga kesehatan dalam Undang-undang tersebut bertujuan

untuk :

a. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan Tenaga Kesehatan;

b. Mendayagunakan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat;

c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima
penyelenggaraan upaya kesehatan;

d. Mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan upaya
kesehatan yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan; dan

e. Memberikan kepastian hukum.




4. Undang-Undang ini mengatur mengenai tenaga kesehatan kecuali hal-hal

yang telah diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran.

5. Pengaturan tenaga kesehatan diselenggarakan berdasarkan Pancasila,
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika dan berasaskan
pada peri kemanusiaan, manfaat, pemerataan, etika dan profesionalitas,
penghcrmatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, pengabdian, dan

norma agama.

6. Pengembangan dan pemberdayaan tenaga kesehatan meliputi 4 upaya
pokok yaitu : perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pembinaan

serta pengawasan mutu tenaga kesehatan.

7. Perencanaan tenaga kesehatan disusun berdasarkan ketersediaan dan
rencana kebutuhan tenaga sesuai dengan kaidah perencanaan tenaga
kesehatan. Pengadaan teraga kesehatan dilakukan melaiui pendidikan
dan pelatihan tenaga kesehatan. Pendayagunaan tenaga kesehatan perlu
meliputi pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan tenaga
xesehatan. Selanjutnya dalam Undang-undang ini perlu ditetapkan
tentang sertifikasi, registrasi dan izin praktik tenaga kesehatan,
pembinaan praktek dan/atu pekerjaan keprofesian, penegakan disiplin
tenaga kesehatan, standar profesi, standar pelayanan profesi dan etika
tenaga kesehatan, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga
kesehatan, penetapan tentang tenaga kesehatan luar negeri dan tenaga

kesehatan warga asing dan organisasi profesi.
B. Saran

1. Naskah Akadeniik ini sebagai acuan atau referensi penyusunan dan

pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan.

103




&%)

Sebelum ketentuan tentang asas dari Undang-undang ini, disarankan
perlu dikemukakan bahwa pengembangan dan pemberdayaan tenaga
kesehatan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan memperhatikari Negara Kesatuan

Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

. Untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan ini

diperlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak yang terkait bai
dikalangan pemerintah, khususnya di Kementerian Kesehatan dan di

lingkungan 'egislatif.

Berbagai materi yang perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam
RUU Tenaga Kesehatan adalah asas-asas, tujuan, tanggung jawab dan
wewenang Pemerintah dan ~ Pemerintah Daerah, kualifikasi dan
pengelompokan -tenaga kesehatan, perencanaan, pengadaan dan
pendayagunaan tenaga kesehatan, sertifiksi, registrasi dan perizinan
tenaga kesehatan, organisasi profesi, tenaga kesehaten lulusan luar
negeri dan tenaga kesehatan warga negara asing, hak dan kewajiban
tenaga kesehatan, penyelenggaraan keprofesian, penyelesaian
perselisihan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan pidana dan

ketentuan peralihan.

RUU tentang Tenaga Kesehatan ini juga periu dilakukan sinkronisasi dan
harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga

tidak tumpang tindih dan duplikasi pengaturan.
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